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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad
yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin Yang dimaksudkan dalam
pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta
segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan
dalam lingkungan akademik,-baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun,
dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini
mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan
bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.,
masing-masing Nomor :158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim_penyusun hanya mengadakan-sedikit adaptasi terhadap transliterasi
artikel ‘atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan
huruf J\(afif lam marifah). Dalam pedoman ini, “al- “ditransliterasi dengan cara
yang sama, baik ia diikuti oleh alif lam syamsiah maupun gamariyah.

Demikian pula pada Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau
nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Swt.”,
“saw”, dan “ra”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk
menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas insert symbol pada word
processor. Contoh: Allah %; Rasiilullah # ; Umar ibn Khattab ra .

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas
sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh civitas academica yang menulis
karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti
pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi
memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap

tentang pedoman tersebut.



Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai

berikut:
I:a 20 d oad d:k
<«:b 3:7 Lt J:
Gt our Lz Al m
<0S 2.z gt orn
z:Jd o lS c:g SIW
z:h 5 Y < F A h
¢z :Kh oS a:q Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh:
L = Mugaddimah
53300 Bl = al-Madinah al-Munawwarah
C. Vokal

1. Vokal Tunggal
fathah —— ditulis a contoh 3
Kasra —— ditulisi contoh &>

damma —— ditulis u contoh u’;’(



Xi

2. Vokal Rangkap
Vokal Rangkap -~ (fathah dan ya) ditulis “ai”
Contoh: L5 = zainab (S = kaifa

Vokal Rangkap s— (fathah dan waw) “au”

4z

Contoh: J3= = haula Jis = gaula
3. Vokal Panjang (maddah)

L—dan .~ (fathah) ditulis a contoh: GG =gama

(— (kasrah) ditulis 1 contoh:  a=5 = rahim

—_—— (dammah) ditulis @ contoh; ”'L; = ‘ulam
Ta Marbiaitah

Ta’ Marbiitah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/
Contoh: 2 S 3, = Makkah al-Mukarramah
LDy day 2) = al-Syart’ah al-Islamiyyah
Ta’ Marbutah yang hidup, tranliterasinya /t/
i S = al-hukimatul-islamiyyah
PRV o = al-sunnatul-mutawatirah
Hamzah.

Huruf hamzah () di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda

apostrof (°)
Contoh: ok = man, bukan ‘iman
Y sS4 = ittihad, al-ummah, bukan ‘ittihad al-ummah
Lafzu’ Jalalah

Lafzu al-Jalalah (kata =) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa
hamzah.
Contoh: & L ditulis : ‘Abdullah, bukan Abd Allah

& > ditulis : Jarullah.



Xii

G. Kata Sandang “al-”
1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan
huruf gamariyyah maupun syamsiyyah.
Contoh:  awadll .SWYI = al-amakin al-mugaddasah
et il

al-siyasah al-syar’iyyah
2) Huruf “a” pada kata sandang “al-" tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun

merupakan nama diri.

Contoh: N = al-Mawardt
A3 = al-Azhar
8)g2ib) = al-Manstrah

3) Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf capital, adapun di
tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.
Contoh: Al-Afgani adalah seorang tokoh pembaharu

Penelitt membaca Al-Qur’an al-Karim

Singkatan:
saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam
Swit. = Subhanahuwa ta’ala
ra. = radiyallahu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum
as. = ‘alaihi al-salam
Q.S. = Al-Qur’an dan Surah
H.R. = Hadis Riwayat
uu = Undang-Undang
M. = Masehi
t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit
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Cet. = cetakan
t.th. = tanpa tahun
h. = halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan ah:

H Hijriah
M = Mase
? / ir tahun tt}k anuangm hldup saja)

f“”\ e
~) ‘?’S‘m S0
—xa W cg—

o \-.Q"\‘
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XXX
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ABSTRAK

Nama :  Rian Hidayat
NIM/NIMKO : 1974233065/85810419065
Judul :  Kaidah Man Syarata ‘Ala Nafsihi Tai’an Gaira Mukrahin

Fahuwa ‘Alaihi dan Implementasinya Dalam Akad Ijarah

Mensyaratkan sesuatu hal dalam kegiatan ijarah atau sewa menyewa pada
era saat ini menjadi hal yang sering dilakukan para pihak sehingga tidak
memperhatikan kebolehan dalam penerapan hukumnya. Penelitian dalam skripsi
ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Kaidah Man Syarata ‘Ala Nafsihi
Tai’an Gaira Mukrahin Fahuwa ‘Alaihi dan Implementasinya Dalam Akad Ijarah
dalam kehidupan sehari -hari manusia. Penelitian 'ini memiliki rumusan masalah
yakni, bagaimana hukum pensyaratan dalam akad dan bagaimana Implementasi
kaidah Man Syarata ‘Ala Nafsihi Tai’an Gaira Mukrahin Fahuwa ‘Alaihi dan
Implementasinya Dalam Akad Ijarah.

Penelitian. ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-
statistik) dengan menggunakan metode library research (kajian pustaka), yaitu
penelitian ‘yang dilakukan dengan cara penulis menggunakan metode kajian
pustaka untuk mendeskripsikan tentang Tinjauan Kaidah Man Syarata ‘Ala
Nafsihi Tai’an Gaira Mukrahin Fahuwa “Alaihi dan Implementasinya Dalam Akad

Ijarah.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: perfama, hukum
mensyaratkan sesuatu dalam akad ijarah adalah boleh, diwajibkan bagi setiap
muslim untuk menunaikan syarat yang telah disepakati kecuali persyaratan yang
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kedua, implementasi
kaidah Man Syarata ‘Ala Nafsihi Tai’an Gaira Mukrahin Fahuwa  ‘Alaihi dalam
Akad Ijarah dapat dilihat pada konsep syarat a/-Jazai (klausul denda), penerapan
vang muka ( ‘urbun) dan jaminan (kafalah). Ketiga contoh tersebut termasuk dalam
kategori syarat sahih, yang mencakup syarat untuk kemaslahatan para pihak yang
berakad. Penerapan kaidah Man Syarata ‘Ala Nafsihi Tai’an Gaira Mukrahin
Fahuwa ‘Alaihi dalam akad ijarah dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1). Akad tersebut bukan utang piutang. 2). Klausul akad (Kontrak) dinyatakan di
depan. 3). Disepakati secara bersama. 4). Denda dan uang muka yang disepakati
sesuai dengan urf yang berlaku di masyarakat. 5). Tidak terdapat uzur syar’i.
Implikasi penelitian ini yaitu kepada para pihak yang melakukan akad ijarah
hendaknya agar berhati-hati dalam menerapkan syarat a/-Jazai (klausul denda),
penerapan uang muka ( ‘urbun) dan jaminan (kafalah) dalam setiap akad atau
transaksi sewa/menyewa ataupun transaksi upah mengupah. Kepada para Majelis
hakim sebagai pembuat keputusan atas permasalahan-permasalahan yang dialami
oleh masyarakat hendaknya mendalami ilmu kaidah fikih ini, karena dengan
pertimbangan kaidah fikih ini, hakim berkesempatan untuk memiliki kapabilitas
dalam menetapkan suatu hukum dari beberapa permasalahan.

Kata Kunci: Hukum Syarat, Implementasi Akad, Akad Ijarah.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. menciptakan manusia sebagai-makhluk sosial yang bergantung
satu sama lain. Tanpa interaksi sosial, manusia tidak dapat memenuhi
kebutuhannya. Penting untuk menciptakan lingkungan yang positif dan saling
membantu untuk melengkapt kekurangan masing-masing salah satunya dengan
bermuamalah antara.sesama manusia.

Kedudukan fikih muamalah dalam khazanah keislaman begitu penting
untuk dipelajari.oleh umat Islam, karena keilmuan fikih-muamalah adalah bekal
utama untuk dapat memilah antara sah dan batil atau halal dan haram. Tujuan dari
muamalah adalah untuk menciptakan suatu-hubungan yang baik dan-harmonis antar
sesama manusia sehingga terciptanya masyarakat yang rukum dan tentram. Karena
sifat dari muamalah itu sendiri ‘yaitu saling tolong-menolong. Urgensi muamalah
berkaitan erat dengan hubungan antara manusia dengan manusia _dan hubungan
antara manusia dengan Allah atau Tuhannya.

Kata muamalah berasal Kata muamalah berasal dari kata — ‘o2 — lsle
HIAR yang timbangannya (wazannya) e(ah < ey — ;}’;G yang artinya beinteraksi
dengannya dalam jual beli atau hal lainnya. Kata muamalah juga dapat berarti jika
kamu bermuamalah dengan seseorang berarti kamu berinteraksi denganya,
mempergaulinya, dan bercampurnya denganya. Muamalah yang dimaksud di sini
sebagaimana yang diterangkan oleh Muhammad Usman Syabir hanya berlaku bagi
manusia dan tidak bagi makluk yang lainnya seperti binatang.! Sedangkan Figih

Muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai ilmu yang mengatur pertukaran

"Muhammad ‘Us$man Syabir, al-Madkhal ila Figh al-Muamalat, (Cet. 1I; Oman: Dar al-
Nafais, 2010), h. 10.



harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat di antara manusia dengan cara
transaksi atau hal yang mengikat.

Secara umum ruang lingkup Fikih Muamalah terdiri dari pertama, ruang
lingkup Adabiyah yaitu mencakup segala aspek yang berkaitan dengan masalah
adab dan akhlak, seperti ijab dan gabul, riba, garar, maisir saling meridai, tidak
ada keterpaksaan, kejujuran penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu
yang bersumber dari indra manusia yang kaitannya dengan harta dalam hidup
bermasyarakat. Kedua, ruang-lingkup Madiyah yaitu-mencakup segala aspek yang
terkait dengan kebendaan, yang halal haram & subhat untuk diperjual belikan,
benda-benda  yang menimbulkan kemudharatan dan- lain-lain. “Dalam aspek
madiyah-ini contohnya adalah akad, jual beli, jual beli salam dan-istishna®, ijarah,
gardh, hawalah, rahn, mudharabah, wadi’ah dan lain-lain

Salah-satu akad dalam bermuamalah yang memiliki intensitas yang tinggi
penerapaannya dalam kehidupan-sehari-hari ialah akad ijarah;. hal ini sering
dilakukan oleh orang perorang, lembaga dengan orang perorang maupun lembaga
dan lembaga hukum lainnya.

Al-ijarah diambil dari bahasa arab yang mempunyai makna “upah, sewa,
jasa atau imabalan. Al-ijarah merupakan salah satu format muamalah dalam
memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau
memasarkan jasa perhotelan dan lain-lain.* ljarah ialah: salah satu format hak

pekerjaan untuk memperoleh imbalan dalam format sesuatu yang bernilai dan yang

2Ali Fikri, Mu’amalah al-Maddiyah wa al-‘Adabiyah, (Cet. 1; Kairo: Mutafa al-Bab al-
Halabi, 1998), h. 7.

3H. Syaikhu, dkk., Figih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer,
(Yogyakarta: K-Media,2020), h. 1.

“Nasrun Haroen, Figih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 228.



dibayarkan oleh jasa kepada pekerja yang telah ditetapkan berdasarkan pendapat
kesepakatan atas dasar perjanjian kerja anatara pengusaha dan pekerja.®

ljarah merupakan salah satu akad mu awadhah, yaitu transaksi yang
bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat material. Akad ijarah
termasuk akad bernama (al- ‘Uqud al-Musamma) vyaitu akad yang batasan
batasannya ditentukan dalam Al-Qur’an dan Al-Hadis. Sementara kebalikannya
adalah akad tidak bernama (gaira al-musamma) yaitu akad-akad yang Kkriterianya
dan ketentuannya tidak ditentukan secara langsung-oleh Al-Qur’an dan Al-Hadis,
seperti akad mengenai bermalam di sebuah hotel dengan fasilitas makan, minum,
antar jemput kendaraan dan sejenisnya.®

Al-Qur’an membolehkan praktik sewa-menyewa, sebagaimana firman

Allah Swt. dalam Q.S. al-Qasas/28: 26-27.
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Terjemahnya:

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, ~“Wahai ayahku,
pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau
pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya Dia (ayah kedua
perempuan -itu) berkata, Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu
dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan
bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau
menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu.’

Ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa orang tua ini meminta
Musa mengembalakan ternaknya selama delapan tahun dan sebagai upahnya ialah

musa akan dikawinkan kepada salah seorang putrinya. Jika dia menambahkan dua

SAkhmad Farroh Hasan, Figh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan
Praktik), (Cet. I; Malang; UIN-Maliki Malang Press, 2018), h. 51.

®Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz 5 (Cet. IV; Damaskus: Dar al-
Fikr, 1433 H), h. 3800.

"Kementrian Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyeleng
penterjemah/pentafsir Al-Qur’an, 2019), h. 388.



tahun secara sukarela, maka hal itu merupakan kebaikan baginya. Dan jika tidak
maka delapan tahun sudah cukup.®
Kebolehan melakukan transaksi ijarah didasarkan juga kepada hadis, di
antaranya hadis yang diriwayatkan dari Aisyah ra. bahwa:
952\3-}\; AW C»}-\
Artinya:

Nabi saw bersama Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang mahir
dari Bani al-Dail kemudian dari Bani ‘Abdu bin ‘Adi.

Dalam kegiatan-ijarah atau sewa menyewa terkadang terjadi adanya orang
yang menyewakan-barang dengan memberikan persyaratan tertentu terhadap
barang sewaannya. Contoh kasus pada penjelasan di atas: 1). ljarah atas manfaat,
dalam ijarah ini, objek akadnya ialah: manfaat dari suatu benda seperti Pengenaan
Konsep ~syarat al-Jazali (Klausul Denda) atas seseorang apabila terlambat
mengembalikan barang sewaan (sewa menyewa mobil rental dan kos-kosan) maka
akan dikenakan denda sesuai dengan apa yang dipersyaratkan di awal. 2). ljarah
atas pekerjaan dalam ijarah ini, objek akadnya ialah: upah atas pekerjaan seseorang,
contohnya pengenaan konsep syarat al-Jazai (Klausul Denda) atas seseorang
apabila tidak menyelesaikan pekerjaan dari waktu yang telah ditentukan.

Contoh kasus lain adalah Sewa menyewa rumah dengan sistem panjar.
Dengan ketentuan uang muka tersebut tidak dapat dikembalikan, sekalipun pihak
penyewa membatalkan akad tersebut dikarenakan uang panjar dalam hal ini adalah
kompensasi atas kerugian waktu yang dialami pihak pemberi sewa.

Secara umum urgensitas penerapan akad ijarah dalam kehidupan sehari-hari

memiliki intensitas yang tinggi. Oleh karena itu dalil yang digunakan dalam

8Abu al-Fida Isma’il bin ‘Umar bin Ka§ir al-Qarsyi al-Basri, TafSir Al-Qur’an al-Azim,
Juz 6 (Cet. II; Damaskus: 1420 H/1999 M), h. 229-230.

Abu ‘Abdullah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari al-Ju’fi, Sahih al-Bukhari Juz 2 (Cet.
V; Damaskus: Dar Ibnu Kasir, 1414 H/1993 H), h. 790.



permasalah tersebut ialah kaidah Man Syarata ‘Ala Nafsihi Taian Gaira Mukrahin
Fahuwa ‘Alaihi.

Kaidah tersebut merupakan perjalanan kaidah figh pada periode tabi’in,
ditemukan beberapa atsar yang dijadikan sebagai kaidah fikih oleh ulama sekarang,
seperti ucapan Hakim Al-Qadhi Syuraih yang diriwatkan oleh al-Bukhari:

Ve 525 550 52 b 5 J2 b33 o

Makna dari kaidah tersebut adalah siapa yang mensyaratkan sesuatu kepada
dirinya dengan taat yakni dia dalam keadaan dapat memilih tanpa ada paksaan maka
syarat yang telah dia persyaratkan kepada dirinya wajib-untuk ditunaikan.!

Penjelasan-mengenai kaidah tersebut ditemukan ‘sangat relevan dengan
contoh kasus di atas sehingga hal tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk
melakukan ‘penelitian yang berjudul Kaidah Man Syarata ‘Ala Nafsihi Tai’an
Gaira Mukrahin Fahuwa ‘Alaihi dan Implementasinya Dalam Akad ljarah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan
masalah yang dikemukakan penulis dalam penelitian ini ialah
1. Bagaimana hukum pensyaratan dalam akad ijarah?
2. Bagaimana Implementasi kaidah man syarata ‘ala nafsihi taian gaira

mukrahin fahuwa ‘alaihi dalam akad ijarah.?

19Abu ‘Abdullah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari al-Ju’'fi, Sahih al-Bukhari Juz 2, h.
981.

""Badr al-Din Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad al-‘Aini, ‘Umdah al-Qari Syarh
Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Fikr, 1431 H), h. 21.



C. Pengertian Judul

1. Kaidah

Kaidah mengambil dari bahasa Arab yaitu Qaidah dengan bentuk jamak
Qawaid yang secara bahasa dapat diartikan sebagai dasar atau asas.'?
Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Bagarah/2: 127.

)
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Terjemahnya:

(Ingatlah) ketika Ibrahim. meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail
(seraya berdoa), ~“Ya  Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami.
Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha-Mendengar lagi Maha Mengetahui .3

Dalam ayat ini ‘al-Qawaid diartikan dengan dasar atau pondasi. Dengan
demikian ayat tersebut menegaskan bahwa nabi Ibrahim. dan nabi Ismail
yang diberikan amanah oleh Allah Swt. untuk meninggikan dan membina
dasar-dasar atau pondasi baitulah.

Menurut Imam Tajuddin al-Subki gaidah merupakan suatu. perkara yang
bersifat kulli (Uumum atau menyeluruh) yang dapat diterapkan:pada seluruh
Jjuz’i- (Satuannya/bagian-bagiannya) untuk mengetahui_dan memahami
hukum-hukumnya.**

Mustafa Ahmad Zarga mengemukakan bahwa gawaid mengandung
pengertian hukum-hukum fikih yang bersifat kulli yang diungkapkan dalam
teks-teks singkat yang bersifat undang-undang dan mengandung hukum-
hukum syara’ dalam berbagai kasus yang termasuk dalam cakupan kaidah

tersebut.®®

h. 1.

2Ibn Manzir, Lisan al- ‘Arab, Juz 3 (Cet. III; Beirut: Dar Sadir, 1414H/2010M) h. 361.
BKementrian Agama Rl, Alquran dan Terjemahannya, h. 388.
YTajuddin al-Subki, Muqaddimah Ii Asybah wa al-Nazair, (Mesir: Dar al-Salam, 2006),

SMustafa Ahmad Zarqa, al-Madkhal al-Figh al-‘Am, Juz 2 (Damaskus: Matba’ah

Jami’ah, 1963), h. 941.



Sedangkan menurut Imam Ali Ahmad al-Nadwi gaidah merupakan dasar
fikih yang bersifat kulli atau menyeluruh yang mengandung hukum-hukum
syara’ yang umum dari berbagai macam pembahasan dalam berbagai
permasalahan-permasalahan ~yang termasuk dalam cakupan kaidah
tersebut.’®
2. Syarara
Secara bahasa syarat mempunyai banyak pengertian, diantaranya adalah:
a. Syarat Ljf':d\ dengan huruf Ra’ disukun dan jamaknya L}}f& sesuatu menjadi
wajib, seperti mewajibkan sesuatu dalam jual beli atau yang lainnya.’
b. Syarat jajwi\ dengan huruh Ra’ fathah dan jamaknya L\,«J adalah berarti tanda
tanda, seperti kata syarat dalam ayat Al-Quran surah muhammad ayat 18 yang

berarti tanda-tanda.'®
s akels 18 2 GURTDAT G B it AT el ) Gpky e
Terjemahnya:
Apa.lagi yang mereka (orang kafir) tunggu-tunggu selain hari Kiamat yang
akan datang kepada mereka secara tiba-tiba karena tanda-tandanya sungguh
telah datang? Maka, apa gunanya (kesadaran) mereka apabila (hari Kiamat)
itu sudah datang?*®

Syarat juga dapat diartikan sebagai Janji (sebagai tuntunan atau permintaan
yang harus dipenuhi): saya mau hadir di rapat itu dengan syarat saya tidak
mau dipilih jadi pengurus.?

3. Tai’an

Tai’an se-akar dengan kata 7@ ‘atu yang berarti taat dan tanpa paksaan.?

16 < Ali Ahmad al-Nadwi, al-Qawaid al-Fighiyyah, (Damaskus: Dar al-Qalam, t.th.), h. 43.
Ibn Manzir, Lisan al- Arab, (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1119 H ), h. 2235.

8Tbn Manzir, Lisan al- Arab, h. 2235.

19 Kementrian Agama R, Alquran dan Terjemahannya, h. 508.

20pusat Bahasa Departemen pendidikan nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1578

21Tbn Manziir, /isan Al- Arab, juz 8, h. 240.



4. Gaira
Gaira adalah salah satu dari beberapa huruf maknawi dalam bahasa Arab,
terkadang dia menjadi sifat dan terkadang dia berarti tidak atau tanpa.?
5. Mukrahin
Menurut Ibnu al-Atsir mukrahin adalah apa yang dibenci oleh manusia dan
berat baginya.?
6. Implementasi
Secara umum Implementasi dalam kamus_besar -Indonesia berarti
pelaksanaan atau penerapan.?* Kata implementasi sendiri biasanya dikaitkan
dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.
7. ljarah.
Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah ijarah atau
sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa, upah-mengupah ‘dan lain-lain.
Menurut bahasa al-ljarah berasal dari kata Al-Ajru yang berarti Al- ‘lwadu
(ganti) atau dapat juga berarti al-Sawab (pahala). %> Dalam pengertian syara’
terdapat perbedaan tentang ijarah. Menurut Syafi’iyah ijarah adalah suatu
akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu dan yang bisa diberikan dan
dibolehkan dengan imbalan tertentu, sedangkan menurut Malikiyah ijarah
(sewa-menyewa) adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas
manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan.?
Dari Penjelasan di atas dapat disimpulkan defensi dari kaidah Man Syaraza

‘Ala Nafsihi Taian Gaira Mukrahin Fahuwa ‘Alaihi yakni seseorang dalam

22Ibn Manzir, /isan Al- Arab, juz 5, h. 39.

2Ibn Manzir, /isan Al- Arab, juz 13, h. 535.

24 Pusat Bahasa Departemen pendidikan nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 580.
2Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 203.

26Wahbah al-Zuhaili, a/-Figh al-Islam wa Adillatuh, h. 3804.



keadaan sadar tanpa adanya paksaan, kemudian dia mempersyaratkan sesuatu untuk
dirinya secara taat, maka dia harus melakukannya dan menepatinya.
D. Kajian Pustaka

Dari hasil pencarian, peneliti menemukan beberapa referensi dan penelitian
terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan peneliti:

1. Referensi Penelitian

a. Talgih al-Afham al-‘Alayyah bi Syarh al-Qawaid al-Fighiyyah

Kitab Talqih al-Afham al-‘Alayyah "bi Syarh al-Qawaid al-Fighiyyah
adalah kitab yang di yang dikarang oleh Walid bin Rasyid-al-Sa”idan.?’ Kitab ini
menjelaskan tentang ilmu fikih dan al-Qawaid al-Fighiyyah;, diantaranya kaidah
yang di katakan oleh salah seorang tabi’in al-Qadhi Syuraih yaitu Man Syarasa
‘Ala Nafsihi Taian Gaira Mukrahin Fahuwa ‘Alaihi, dan juga kehujjahan kaidah
tersebut..Hal-tersebut yang membuat peneliti menjadikan kitab-tersebut sebagai
salah satu rujukan utama penelitian-ini.
b. Al-Figh al-Islami Wa Adillatuh

Kitab al-Figh al-Islami wa Adillatuh adalah kitab perbandingan mazhab.
Kitab ini adalah karya dari Wahbah al-Zuhaili.?® Ia salah seorang ulama hanafiyah
abad 21. Wahbah al-Zuhaili lahir di'salah satu pelosok kota Damaskus, Suriah pada
tahun 1351 H/1932 M. Nama lengkapnya adalah Wahbah ibn Mustafa al-Zuhaili.
Kitab ini membahas hukum fikih dari berbagai mazhab yang disertai dengan proses
penyimpulan hukum dari sumber hukum Islam, baik yang naqli (AlQur’an dan
sunah) maupun ijtihad yang disasarkan pada prinsip umum yang otentik. Kitab ini

membahas seputar masalah fikih dengan gaya pembahasan yang modern serta

2’Walid bin Rasyid al-Sa’idan, Talqih al-Afham al-‘Alayyah bi Syarh al-Qawaid al-
Fighiyyah, (t.t.p. t.p. 1431 H).

28Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, (Cet. IV; Damaskus: Dar al-Fikr,
1433 H).
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bahasa yang cukup mudah dipahami oleh pembaca sehingga sangat sesuai untuk
menjadi salah satu rujukan dalam masalah fikih. Pada kitab ini terdapat pembahasan
mengenai bolehnya membuat persyaratan dalam suatu akad. Hal tersebut menjadi
dasar peneliti untuk menjadikan kitab-ini sebagai rujukan utama.
C. Syarh al-Qawaid al-Fighiyyah

Kitab Syarh al-Qawaid al-Fighiyyah adalah kitab yang ditulis oleh Ahmad
bin Syaikh Muhammad al-Zarqa.?’ ia wafat pada tahun 1357 H/1938 M. Kitab ini
terbitan Dar al-Qalam Damaskus Suriah. Kitab ini-membahas tentang berbagai
kaidah fikih secara umum tanpa adanya pembagian-pembagian dan pemisahan
antara kaidah-kaidah kulliyyah dan selainnya atau kaidah-kaidah yang muttafaq
alaiha secara spesifik. Namun demikian terdapat contoh-contoh aplikasi kaidah-
kaidah yang berkaitan dengan kaidah umum yang disepakati ulamasehingga untuk
membantu penelitian ini peneliti akan melihat dari kitab ini mengenai pembahasan
contoh" penerapan kaidah Man Syarata‘Ala Nafsihi Tai’an Gaira Mukrahin
Fahuwa “Alaihi.
d. Yasalunaka an Muamalat al-Maliyah al-Mu’asirah

Kitab Yasalunaka an Muamalat al-Maliyah al-Mu’asirah adalah buah karya
dari Hussam al-din bin Musa Muhammad bin ‘Afanah’® Kitab Ini mencakup
kumpulan masalah yurisprudensi yang baik terkait dengan riba, masalah bank
Islam, berurusan dengan cek, obligasi, saham, bursa saham, dan persoalan hukum
mualamah kontemporer. Termasuk di dalamnya persoalan persoalan pensyaratan
dalam akad (Syarat al-Jazai). Hal ini yang membuat penulis menjadikan kitab ini

sebagai salah satu kitab rujukan utama.

2 Ahmad bin Syaikh Muhammad al-Zarqa, Syarh al-Qawaid al-Fighiyyah, (Damaskus:
Dar al-Qalam).

3%Hussam al-din bin Musa Muhammad bin ‘ Afanah, Yasalunaka an Muamalat al-Maliyah
al-Mu’asirah, (Cet. 1; al-Qudus: al-Maktabah al-‘Ilmiyah, 1430 H/ 2009 M).
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e. Figh al-Muyassar

Kitab Figh al-Muyassar adalah kitab yang di karang oleh beberapa ulama
Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad al-Mutlag, Muhammad bin
Ibrahim al-Musa.?! Fikih Muyassar merupakan salah satu disiplin ilmu yang banyak
dibaca oleh setiap muslim. Didalamnya terurai hukum-hukum figih. Selain itu fikih
muyassar juga disusun oleh kumpulan ulama yang pakar dalam bidang fikih, jadi
semua dalil-dalil yang ada di dalamnya beerdasarkan hadis sahih dari nabi
Muhammad Saw. Pada kitab-ini membahas tentang kaidah fikih Man Syarazsa ‘Ala
Nafsihi  Taian ' Gaira Mukrahin Fahuwa ‘Alaiki yang digunakan dalil
diperbolehkannya Syarat al-jazaz. Hal tersebut yang membuat peneliti menjadikan
kitab ini sebagai salah satu kitab rujukan utama.

2. Penelitian Terdahulu
a. Al-Qawaid wa al-Dawabid al-Fighiyyah al-Ma’sazrah ‘An al-Sahabah wa al-
Tabi’inmin Khilal Musannaf—Abdu-al-Razak wa Ibnu Abi Syaiban Jama ‘an
wa Dirasan.

Dalam penelitian yang di tulis oleh lbrahim Khalil Luh*? dengan judul Al-
Qawaid wa al-Dawabid al-Fighiyyah al-Ma 'sirah ‘An al-Sahabah wa al- Tabi’in
min Khilal Musannal’ ‘Abdu al-Razak wa Ibnu Abi Syaiban Jama’an wa Dirasan,
peneliti merangkum gawaiddan dawabidyang berasal dari sahabat dan tabi’in yang
disebutkan dalam musonnafih abdul al-Razak wa ibnu abi Syaiban yang mana
gawaid dan dawabid tersebut dikaji dalam tesis ini, berbeda dengan penelitian ini
yang hanya fokus membahas kaidah Man Syarara ‘Ala Nafsihi Taian Gaira

Mukrahin Fahuwa ‘Alaihi.

31 Abdullah bin Muhammad al-Tayyar, dkk., Figh al-Muyassar, (Cet. 1; al-Riyad: Madar
al-Watni, 1432 H/2011 M).

3brahim Kholil Iuh, Al-Qawaid wa al-Dawabid al-Fighiyyah al-Ma’$Grah ‘An al-
Sahabah wa al-Tabi’in min Khilal Musannaf ‘Abdu al-Razak wa Ibnu Abi Syaiban Jama’an wa
Dirasan, 7esis (al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-su’udiyyah: wazarah al-ta’lim al-°Afj, t.th.) h. 411.
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b. Analisis Fikih Muamalah Terhadap Kedudukan Syarat dalam Akad ljarah
pada Sewa-Menyewa Indekos di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot

Jurnal yang ditulis oleh Cucu Cahyani, Amrullah Hayatudin Panji Adam
Agus Putra® pada tahun 2018 memaparkan penelitian yang berjudul Analisis Fikih
Muamalah Terhadap Kedudukan Syarat dalam Akad ljarah pada Sewa-Menyewa
Indekos di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot. Hasil dalam penelitian tersebut
ialah kedudukan suatu syarat dalam setiap transaksi atau akad merupakan hal yang
wajib dipenuhi. Pada pelaksanaannya, tanggung-jawab perbaikan kerusakan
dilakukan oleh penyewa Pelaksanaan sewa-menyewa indekos yang dilakukan di
Desa Sukapura tidak sesual dengan syarat-syarat akad ijarah. Karena, tanggung
jawab perbaikan-kerusakan yang merupakan kewajiban pemilik adalah syarat yang
harus dipenuhi sedangkan pemilik tidak melaksanakan kewajibannya, berbeda
dengan-penelitian ini yang tidak hanya fokus pada kedudukan syarat dalam akad
ijarah tapi menjelaskan penerapan-kaidah-Man Syarata ‘Ala Nafsihi Taian Gaira
Mukrahin Fahuwa ‘Alaihi dalam akad ijarah.

c. Tinjauan Syari’ah terhadap Klausul Denda pada Perjanjian (Akad)

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Sulthon Aziz3* pada tahun 2017
memaparkan penelitan yang berjudul Tinjauan Syari’ah terhadap Klausul Denda
pada Perjanjian (Akad). Hasil peneltian tersebut menemukan bahwa: terdapat dua
pandangan mengenai hukum klausul denda dalam perjajian, yaitu pendapat yang
tidak membolehkan klasula denda ketika kewajibah asalnya adalah berupa hutang
piutang atau berupa suatu pembayaran, karena denda dalam hal ini masuk ke dalam

kategori ilat riba, sehingga dapat dihukumi dengan hukum riba yaitu diharamkan,

3Cucu Cahyani. dkk, Analisis Fikih Muamalah Terhadap Kedudukan Syarat dalam Akad
Ijarah pada Sewa-Menyewa Indekos di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot, Prosiding Hukum
Ekonomi Syariah 4, No. 2 (2018), h. 646

3*Muhammad Sulthon Aziz, Tinjauan Syari’ah terhadap Klausul Denda pada Perjanjian

(Akad),Jurnal Ei-Faqih 3, No. 2 (2017) h. 88
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akan tetapi diperbolehkan jika kewajiban asalnya adalah selain itu. Pendapat inilah
yang rojih. Pendapat yang kedua adalah tidak diperbolehkan sama sekali klasula
denda secara menyeluruh. Relevansi terhadap penelitian ini bisa di jadikan rujukan
terkait pengenaan klausul (denda) dalam akad, adapun yang membedakan yaitu
pada penelitian ini menfokuskan pada akad ijarah.
d. Aktualisasi Kaidah Fikih a/-Muslimuna ‘ala Syurutihim dalam transaksi Jual
Beli.

Jurnal yang ditulis oleh Kasman Bakry, lhwan Wahid Minu, Akhmad
Hanafi Dain Yunta, Hasyim? pada tahun 2021 memaparkan penelitian yang
berjudul Aktualisasi Kaidah Fikih a/-Muslimuna ‘ala Syuratihim dalam transaksi
Jual Beli. Hasil-penelitian tersebut menemukan bahwa: pertama, konsep kaidah
fikih al-muslimina ‘ala syurtihim yaitu mudah dan ringkas dalam pelafazannya
dan memilikr-cakupan hukum yang luas serta memiliki dasar penetapan yang sahih
baik dari” Al-Qur’an maupun hadis; kedua, kaidah fikih al-muslimina ‘ala
syurutihim dibutuhkan dalam penetapan hukum syarat dalam transaksi jual beli.
Implikasinya, praktisi hukum Islam dengan mudah dapat memutuskan beberapa
permasalahan dalam bidang hukum Islam berbeda dengan penelitian ini yang tidak
hanya fokus pada kewajiban memenuhi persyaratan dalam transaksi akad dan
perjanjian tapi menjelaskan penerapan kaidah Man Syarata ‘Ala Nafsihi Tai’an

Gaira Mukrahin Fahuwa ‘Alaihi dalam akad ijarah.

35Kasman Bakri. Dkk, Aktualisasi Kaidah Fikih al-Muslimuna ‘ala Syurutihim dalam
transaksi Jual Beli, a/-Khiyar 1, No. 1 (2021): h. 45-49.
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e. Tinjauan Akad Ijarah terhadap Denda Biaya Keterlambatan Praktik Sewa
Menyewa Rental Mobil
Jurnal yang ditulis oleh Siti Karomah Nuraeni, Panji Adam Agus Putra, Ira
Siti Rohmah Maulida®® pada tahun 2022 memaparkan penelitian yang berjudul
Tinjauan Akad ljarah terhadap Denda Biaya Keterlambatan Praktik Sewa Menyewa
Rental Mobil. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa pertama, praktek sewa
menyewa di Graha Bastian memberikan tambahan syarat ketentuan pada
kesepakatan bersama yaitu biaya tambahan atau denda, sehingga ketika terjadi
keterlambatan pengembalian mobil akan dikenakan denda sesuai kesepakatan pada
kontrak tertulis ketika melakukan transaksi. Kedua, adanya ketentuan syarat
tambahan berupa denda keterlambatan bagi pihak penyewa yang melakukan
wanprestasi_dalam tinjauan akad ijarah bahwasannya denda keterlambataan ini
tidak termasuk kedalam hutang piutang sehingga pengenaan denda dalam syarat al-
Jazai dalam istilah fikih itu diperbolehkan yang bertujuan untuk edukasi agar
disiplinnya waktu dalam pengembalian barang dan adanya komisi untuk menutupi
kerugian kepada pemilik sewa akibat kelalain dari pihak penyewa. Relevansi
terhadap penelitian.ini bisa di jadikan rujukan terkait pengenaan klausul (denda)
dalam akad ijarah.
E. Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif (non-
statistik) dengan menggunakan metode library research (kajian pustaka). Kajian
pustaka adalah kumpulan teori yang didapatkan dari berbagai macam sumber yang

akan digunakan sebagai rujukan dalam menyusun penelitian ini. Kajian pustaka

36Qiti Karomah Nuraeni, dkk, berjudul Tinjauan Akad ljarah terhadap Denda Biaya
Keterlambatan Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil, Jurnal Sharia Economic Law, Vol. 2. No. 2
(2022) h. 50-55
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adalah salah satu bagian penting yang ada dalam proses penelitian, pada bagian ini
dilakukan kegiatan megumpulkan data-data ilmiah terutama dalam bentuk teori,
metode atau penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.
2. Pendekatan Penelitian Data
Metodologi yang digunakan penulis dalam mengadakan penelitian guna
mengumpulkan data analisis adalah Pendekatan Yuridis Normatif, Pendekatan ini
diperlukan untuk menelusuri suatu sumber hukum dari metode-metode tersebut,
yaitu dengan melacak dan mencari pembenarannya-melalui dalil-dalil Al-Qur’an
dan hadis Rasulullah saw.serta pendapat para ulama:®’
3. Teknik Pengumpulan Data
Menurut-Soerjono Soerkanto, dalam penelitian lazimnya dikenal dengan
tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau “bahan pustaka,
pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interviu.*® Dalam- penulisan ini,
penulis. menggunakan metode kepustakaan atau library research, yaitu
pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang ada
relevansinya dengan masalah yang akan diteliti.
Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang penulis gunakan
sebagai berikut:
a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca
sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan kaidah AMan Syarata
‘Ala Nafsihi Tai’an Gaira Mukrahin Fahuwa ‘Alaihi.
b. Penelaahan kitab-kitab yang telah dipilih, baik dalam bidang fikih maupun

kaidah-kaidah fikih kemudian mengadakan pemilahan terhadap isi kitab yang

37Cik Hasan Bikri, Model Penelitian Kitab Figih, (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 324-
325.

38Soerjono Soerkanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press, 1984 M), h. 201.
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berhubungan dengan permasalahan penelitian, baik yang ditinjau dari ilmi
fikih, kaidah, maupun aplikasinya terhadap wacana fikih.

c. Menerjemahkan isi kitab yang telah diseleksi ke dalam Bahasa Indonesia (bila
kitab tersebut berbahasa arab) yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis di
Indonesia, atau Bahasa Inggris jika diperlukan. Adapun istilah teknis akademis
dalam wacana ini ditulis apa adanya mengacu pada pedomman trasliterasi yang
berlaku di STIBA Makassar.

d. Menganalisis data-data atau literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah
yang akan diteliti.

4. Metode Pengolahan dan Analis Data

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) yaitu

dengan mengolah data melalui beberapa buku, artikel ilmiah, dalam permasalahan
kaidah -man -syarata ‘ala nafsihi tal’an gaira mukrahin fahuwa ‘alaihi dan
implementasinya dalam akad ijarah dengan cara menguraikan,. menelaah dan
mengartikan kata atau informasi yang telah dikumpulkan. Adapun analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif, yaitu metode yang
berfokus pada pengetahuan umum mengenai kaidah man syarata ‘alanafsihi 7ai ‘an
gaira mukrahin fahuwa ‘alaihi dan implementasinya dalam akad ijarah kemudian
menarik kesimpulan yang bersifat khusus.
F. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana hukum pensyaratan dalam akad ijarah

b. Bagaimana kaidah Man Syarata ‘Ala Nafsihi Tai’an Gaira Mukrahin

Fahuwa ‘Alaihi dan implementasinya dalam akad ijarah.
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2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Teoritis

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dan
memperkaya wawasan bagi peneliti sendiri secara khusus, maupun untuk
pembaca secara umum tentang kaidah man syaraza ‘ala nafsihi tai’an gaira
mukrahin fahuwa ‘alaihi dan implementasinya dalam akad ijarah.

2) Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan atau juga menjadi rujukan
dalam penelitian” yang. selanjutnya, mengenai_pembahasan Kaidah man
syarata ‘ala_nafsihi tai’an gaira mukvahin - fahuwa ‘alaihi  dan
implementasinya dalam akad ijarah.

b. Kegunaan Praktis

1) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang berarti
kepada masyarakat, terkhusus bagi kaum musliminyang melakukan
transaksi ijarah.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan kepada seluruh pelaku

usaha dalam melakukan transaksi sewa menyewa.



BAB I1
GAMBARAN UMUM TENTANG SYARAT
A. Pengertian Syarat

Syarat menurut kamus besar bahasa indonesia adalah janji (sebagi tuntutan
atau permintaan yang harus dipenuhi atau segala sesuatu yang perlu atau harus ada
sedia, dimiliki dan sebagainya).

Para ahli memberikan definisi yang berbeda tentang syarat. Syarat yang
dikemukakan Saifuddin Al-Amidi sebagaimana dikutip oleh Totok Jumantoro dan
Samsul Munir, yaitu sesuatu yang tergantung adanya hukum maka ada syarat,
sebaliknya jika tidak ada syarat maka hukumpun tidak ada® Sedangkan menurut A.
Djazuli dan Nurol Aen, apabila tidak ada syarat maka hukumpun tidak ada, akan
tetapi belum tentu setiap ada syarat menyebabkan adanya hukum.?

Syarat ialah sesuatu yang karenanya baru ada hukum, dan dengan tiadanya
tidak ada hukum. Dengan kata lain, syarat adalah sesuatu yang.dijadikan oleh
syara’ sebagal syarat untuk mengadakan akad (al-Syurut al-Syar’i li al-‘agad),
sehingga menentukan berlakunya hukum taklifi. Karena apabila syarat itu belum
terpenuhi, maka perbuatan hukum dianggap belum ada.*

Syarat menurut ahli usul adalah sesuatu yang ketiadaannya melazimkan
ketiadaan  (masyrut) dan keberadaannya tidak melazimkan keberadaan dan

ketiadaan (masyrut) pada zatnya.® artinya jika syarat itu tidak ada maka yang

"Pusat Bahasa Departemen pendidikan nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Pusat Bahasa, 2008), h. 1578.

’Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus llmu Ushul Fikih, (Jakarta: Amzah,
2009), h. 305

3A. Djazuli dan Nurol Aen, Ushul Figh: Metodologi Hukum Isiam, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2000), h. 51.

“Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005)

SMuwaffaq al-Din Abdullah bin Ahmad bin Qudama, Raudah al-Nazir wa Jannah al-
Manazir, Juz 1 (Cet.II; Beirut: Muassasah al- Rayyan li al-Taba’ti wa al-Nasyir wa al-Tauzi’, 1423
H/2002 M), h. 179.
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disyaratkan pun tidak akan ada tidak akan sah. adapun jika syarat itu ada maka tidak
mesti yang disyaratkan itu juga ada. Sedangkan syarat menrut Syaikh Wahbah al-
Zuhaili ialah sifat yang jelas dan terdefinisikan, dimana keberadaan hukum
bergantung padanya tanpa harus masuk ke dalam hukum tersebut.®

Berdasarkan beberapa pengertian dari syarat di atas secara umum syarat
dapat didefenisikana sebagai sesuatu keharusan yang harus dipenuhi sehingga hal
tersebut harus di lakukan.
B. Syarat dalam Islam

Dalam mengerjakan suatu perkara dalam islam tentu.ada hal-hal yang perlu
untuk diperhatikan, supaya apa yang dikerjakan itu tujuannya tercapai, baik itu
dalam hal‘ibadah, muamalah, ataupun jinayah semuanya telah-diatur dalam islam.
Di antara-yang perlu untuk diperhatikan sebelum mengerjakam: sesuatu adalah
syarat dan rukun. Namun kedua hal ini kadang disama artikan oleh banyak orang.

Syarat dan rukun memiliki-perbedaan meskipun keduanya.dianggap wajib
keberadaannya pada suatu perkara. Syarat umumnya berada diluar zat dari suatu
hal sedangkan rukun berada di dalam zat dari hal tersebut. Jika diibaratkan dengan
ibadah salat, wudhu merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi sebelum
melaksanakan salat. 1a dikatakan sebagai syarat karena dia bukan termasuk dari
pelaksanaan salat tersebut. sedangkan takbiratul ihram, membaca al-fatihah dan
melakukan ruku’ merupakan rukun shalat karena semua itu masuk pada gerakan
shalat tersebut. Namun, semua itu wajib dilaksanakan untuk keabsahan salat.”

Termasuk diantara syarat yang harus dipenuhi adalah menjadikan pakaian
yang akan dipakai bersih dari najis. oleh karena itu dia harus mencari pakaian yang

tidak terkontaminasi oleh najis. selain itu, syarat lain dalam salat adalah mencari

6 Wahbah Al-Zuhaili, Usul al-Figh Al-Islami, Juz 1 (Damaskus: Dar al-Fikr: 2005), h. 104.

"Muhammad Mustafa al-Zuhaili, a/-Wajiz i Usul al-Figh al-Islami, Juz 1, (Cet. II;
Damaskus: Dar al-Khair, 1427 H/ 2006 M), h. 404-405.
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tempat suci. Semua persyaratan ini harus dipenuhi sebelum melakukan ibadah salat
karena semuanya di luar hakikat dari ibadah salat. Rukun ibadah salat adalah bagian
yang lebih berada dalam hakikat atau esensinya.

Di lain pihak, keberadaan syarat tidak boleh:

1. Menghalalkan yang haram;
2. Mengharamkan yang halal;
3. Menggugurkan rukun;
4. Bertentangan dengan rukun, atau
5. Mencegah berlakunyarukun.®
Sebagaimana.disebutkan dalam hadis nabi Saw:
s Al Vs s Ln Y byt Je 3alel
Artinya:
Seorang muslim wajib menunaikan persyaratan yang telah disepakati
kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal atau-menghalalkan
yang haram
Bl 3431 o el b ik s
Artinya:

Barangsiapa yang membuat syarat tapi syarat tersebut tidak ada di-dalam
kitabullah maka syarat tersebut batil

Maksud dari hadis tersebut adalah Syarat yang tidak terdapat dalam
Kitabullah merujuk pada persyaratan yang bertentangan dengan hukum Syariat
Islam. Beberapa persyaratan yang diwajibkan oleh Allah Swt. kemudian seseorang
mengatakan dengan syarat kita boleh meninggalkannya. maka syarat tersebut
dianggap tidak sah dan tidak berlaku.

Syarat-syarat yang bertentangan dengan Kitabullah adalah termasuk di

dalamnya, seperti syarat yang bertentangan dengan tujuan akad. Sebagai contoh,

8Afif Noor, Bagas Heradhyaksa, Hukum Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di
Indonesia, (Mutiara Aksara:Semarang. 2021)

9Muhammad bin ‘Isa Saurah bin Musa bin Dahak, Sunan al- Tirmizi, Jus 3, h. 626.

WAbu Abdullah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari al-Jufi, Sahih al-Bukhari, Juz 3, h.
756.
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dalam akad jual-beli, tujuannya adalah agar kepemilikan barang berpindah dari

penjual ke pembeli. Namun, jika ada orang yang mengatakan bahwa "Anda dapat

membeli ini asalkan saya tetap memegang kepemilikannya", syarat ini tidak sah
menurut Kitabullah.
Sebagai contoh lain dalam akad pernikahan, jika seseorang menyatakan

"Saya mau menikah denganmu, tetapi saya tidak akan berhubungan badan

denganmu,” maka syarat ini tidak boleh diterima karena bertentangan dengan

tujuan utama melakukan akad-pernikahan. Salah satu-tujuan menikah adalah untuk
memperbanyak keturunan. Oleh karena itu, syarat.yang bertentangan dengan tujuan
utama pernikahan tidak sesuai dengan Kitabullah, Al-Qur’an‘dan ketetapan Allah

Swt. Maka, syarat ini harus dibatalkan.

Syarat dapat di bagi ke dalam tiga bentuk:

1. Syarat Syar’i yaitu syarat berdasarkan penetapan syara’, seperti-sucinya badan
menjadi syarat untuk sholat.

2. Syarat ‘Agliyaitu syarat berdasarkan atas kebiasaan yang berlaku seperti
bersentuhnya api dengan barang yang dapat terbakar menjadi syarat
berlangsungnya kebakaran.

3. Syarat ‘Adf yaitu syarat seperti kehidupan menjadi syarat untuk dapat
mengetahui. Adanya paham menjadi syarat untuk adanya taklif atau beban
hukum.*

Syarat secara garis besarnya merupakan pelengkap bagi sebab atau
pelengkap bagi musabab, dengan demikian syarat dapat di bagi yakni:

1. Syarat kesempurnaan sebab, yaitu syarat yang menyempurnakan sebab sehingga

mengakibatkan jatuhnya sebuah hukum. seperti kesanggupan penyerahan

kepemilikan barang yang menjadi syarat jual beli, dan al-ihsan (keterjagaan)

""Muhammad Mustafa al-Zuhaili, al-Wajiz fi Usul al-Figh al-Islami, Juz 1, h. 409.
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yang menjadi syarat bagi sebab zina untuk hukum rajam. Dalam hal ini al-ihsan
sebagali syarat, zina sebagai sebab dan wajibnya rajam sebagai hukum.

2. Syarat kesempurnaan hukum yaitu syarat yang menyempurnakan suatu hukum,
seperti, taharah dan menutup aurat sebagai syarat yang menyempurnakan
keabsahan salat. Karena ketiadaan kedua syarat ini menyebabkan salat tidak
sah.!?

Dari sudut pandang lain, syarat terbagi menjadi:

1. Syarat syar'i, yakni syarat.yang telah ditentukan.oleh syariat dalam teks Al-
Qur'an maupun hadits; dan

2. Syarat ja'li, yakni syarat yang dibuat oleh kehendak seseorang. Contohnya ialah
persyaratan yang dibuat oleh seorang suami dalam menjatuhkan talak terhadap
istrinya (ta'liq talak), atau syarat yang ditetapkan oleh pemberi wakaf kepada
pihak yang menerima, dan lainnya.*?

Adapun pada penelitian ini-hanya-membahas mengenai syarat ja 'li.

Syarat ja’li harus sejalan dengan hukum syar’i dan kandungan isi akad
tersebut, jika tidak maka perbuatan tersebut batal. Contohnya jika seorang wanita
mensyaratkan dalam akad pernikahan bahwa tidak akan ada hubungan fisik, atau
jika seorang penjual mensyaratkan sesuatu yang melanggar hak milik pembeli.**

Syarat ja 'li memiliki tingkatan atau jenis yang berbeda-beda, yaitu sebagai
berikut.

a. Syarat yang menjadi penyempurna dari hikmah pensyariatan suatu hukum dan
syarat tersebut selaras dengan keperluan suatu akad serta dapat merealisasikan

tujuan akad. Seperti pensyaratan kafalah dan gadai pada akad utang piutang dan

2Muhammad Mustafa al-Zuhaili, a/-Wajiz i Usul al-Figh al-Islami, Juz 1, h. 407-408.
3Muhammad Mustafa al-Zuhaili, al-Wajiz fi Usul al-Figh al-Islami, Juz 1, h. 407.
14 Muhammad Mustafa al-Zuhaili, al/-Wajiz i Usul al-Figh al-Islami, Juz 1, h. 408,
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syarat ja’li seperti ini termasuk ke dalam persyaratan yang disepakati
kebolehannya oleh ulama.

b. Syarat ja /i yang berlawanan dengan kandungan isi akad dan tidak sesuai dengan
tujuan akad serta tidak sesuai dengan hikmah pensyariatan dalam islam. Seperti
seorang mensyaratkan dalam pernikahannya bahwa dia tidak akan menafkahi
istrinya maka jenis syarat ja 'li seperti ini batal menurut kesepakatan uluma.

c. Syarat ja’li yang menjadi syarat tambahan yang seharusnya ada dalam akad
yakni syarat yang digabungkan, maka ‘salah-.satu pihak menambahkan
kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan atau menguatkan kewajiban-
kewajiban tersebut. Maka jenis syarat ja’li seperti-ini diperselisihkan
keabsahannya di antara ulama mazhab.*°

C. Kedudukan Syarat dalam Akad

Akad- dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, memiliki arti: “Janji;

Perjanjian; Kontrak; Misal akad jual beli, akad nikah.”'® Dan akad juga bisa disebut

dengan Kontrak yang mempunyai makna: Perjanjian, menyelenggarakan perjanjian

(dagang, bekerja, dan lain sebagainya). Misal, kontrak antara penulis dan penerbit.’

Akad atau dalam bahasa arab agad berarti ikatan atau janji (ahdun).

Menurut Wahbah al-Zuhaili, akad adalah ikatan antara dua perkara, baik dalam

ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.

Sedangkan menurut ulama hukum Islam akad adalah ikatan atau perjanjian. Ulama

mazhab kalangan Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hambaliah mendefinisikan akad

sebagai suatu perikatan atau perjanjian. Ibnu Taimiyah mengatakan akad adalah

>Muhammad Mustafa al-Zuhaili, al-Wajiz fi Usul al-Figh al-Islami, Juz 1, h. 408-409.
16pysat Bahasa Departemen pendidikan nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 24.

7Akhmad Farroh Hasan, Figh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer teori dan
praktek (Malang, UIN-Maliki Malang Press: 2018), Hal 21.
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setiap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan
aktivitas perdagangan, perwakafan, hibah, perkawinan, dan pembebasan.

Syarat pada akad adalah syarat yang disyaratkan atau dibuat oleh manusia
dalam akad dan yang lainya, berdasarkan keinginanya atau bisa diartikan sebagai
syarat ja’liyah atau syarat yang ada dalam akad.

Karakteristik Syarat dalam Akad

Sebagai Suatu Tambahan dari Asal Suatu Tindakan. Syarat yang menyertai
akad adalah suatu tambahan-dati sebuah tindakan-transaksi sebagaimana yang

diungkapkan oleh al-Zarkasy1:

Syarat ituradalah apa yang menetapkan di dalamnya dari sebuah asal
(asalnya sebuah tindakan) dan syarat di dalamnya merupakan perkara lain.!”

Misalnya seseorang menyewakan mobilnya seharga seratus juta dalam
jangka waktu setahun kepada orang lain dengan memberikan jaminan kepadanya
(pemberi sewa), kemudian orang tersebut (penyewa) menetimanya. Dengan
demikian,jaminan tersebut merupakan suatu kewajiban tambahan dari sebuah
akad sewa menyewa. Selain itu, akad tetap terlaksana meskipun tanpa syarat yang
disebutkan oleh si penyewa.

Sebagai Kewajiban Tambahan yang Dibutuhkan Saat Akad. Contohnya,
seseorang menyewakan pakaian < dengan mensyaratkan pengantaran dan
pengembalian pakaian tersebut dilakukan oleh sipenyewa maka, pengantaran dan
pengembalian pakaian tersebut ke rumah penyewa merupakan kewajiban
tambahan berkenaan dengan akad.

Sebagai Suatu Perkara yang Akan Terjadi di Waktu yang Akan Datang.

Syarat hanyalah yang berhubungan dengan sesuatu yang akan terjadi di masa

"¥Wawan Muhwan Hariri, 2011, Hukum Perikatan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.
243,

YBadar al-Din Muhammad bin ‘Abdullah al-Zarkasyl, al-Mansur fi al-Qawa’id al-
Fighiyyah, Juz 1 (Cet. 11, t.t.p. Wuzarah al-Afaq al-Kuwaiytiyyah, 1985), h. 370.
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depan, adapun yang berhubungan dengan masa lalu maka tidak disebut syarat.?°
Sebagaimana apabila seseorang menyewakan rumah seharga 10 juta sampai
batasan waktu tertentu dengan catatan penyewa memberikan sebuah jaminan,
dengan demikian, penyertaan akad sewa menyewa dengan syarat yang diwajibkan
kepada salah satu pihak yang mengadakan transaksi/akad dengan sesuatu yang
akan terjadi di waktu yang akan datang.

Syarat Tersebut Kemungkinannya Dapat Dilakukan atau Dilaksanakan.
Dengan jelas ahli fikih mengatakan bahwasanya syarat tersebut adalah syarat yang
dapat terlaksana atau dapat ditunaikan atau kemungkinan dapat terjadi di waktu
yang akan datang. Sehingga, syarat yang mustahil dilaksanakan merupakan
persyaratan yang kemungkinannya tidak ditunaikan ketika transaksi?!

Syarat Tersebut Terlaksana Pada Saat Akad atau Transaksi. Syarat yang
menyertai akad adalah syarat yang berlangsung pada saat akad-tersebut, dengan
disandarkan pada penguatan dan lafaznya ketika transaksi berlangsung, dengan ini
syarat yang terkait dengan sesuatu yang terjadi di masa lalu, tidak termasuk di
dalamnya meskipun ada kewajiban untuk menunaikan di dalam syarat tersebut.

Dalam pembahasan syarat ja liyah pada akad para ulama berbeda pendapat
dalam hal ini, Yakni tentang sejauh mana para ulama membolehkan membuat
syarat pada akad.

1. Syarat pada akad menurut Mazhab Hanafiyyah

Imam Burhanuddin Abi Hasan Ali Ibn Abi Bakar menjelaskan bahwa setiap
syarat yang sesuai dengan isi akad seperti syarat kepemilikan pada pembeli, syarat
yang seperti ini sesungguhnya tidak merusak akad karena tanpa syarat tersebut akad

tetap eksis dan setiap syarat yang tidak terkandung dalam isi akad akan tetapi di

20Badar al-Din Muhammad bin ‘Abdullah al-Zarkasyl, al-Mansur fi al-Qawa’id al-
Fighiyyah, Juz 2 h. 232.

*'Hasan ‘Al al-Syazall, Nazariah al-Syart fi al-Figh al-Islami (t.t.p. Dar al-Quniiz wa al-
Tauzi’, 2009), h. 56.
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dalamnya ada unsur kemanfaatan bagi salah satu pihak yang berakad atau untuk
objek akad seperti jual beli hamba sahaya untuk dipakai selama satu bulan atau jual
beli rumah untuk ditempatinya atau dengan syarat meminjamkan sejumlah uang
atau memberi hadiah. Dan syarat yang tidak ada dalam kandungan isi akad akan
tetapi di dalamnya terdapat manfaat untuk salah satu pihak yang berakad. Maka
pada syarat ini dilarang karena mengandung unsur riba, dan Rasulullah Saw.
melarang jual beli dengan salaf.?

Muhammad bin Muhammad bin Mahmud menyatakan dalam bukunya al-
‘Aniyah Syarhu al-Hidayah, “jual beli budak dengan syarat memerdekakanya”,
pada jual beli ini adalah jual beli fasad karena keberadaan syarat tersebut. Dan
sesungguhnya kami membagi syarat pada akad kedalam dua-bagian, pertama:
syarat yang sesuai dengan isi akad adalah syarat yang sudah ada dalam kandungan
akad, seperti-syarat kepemilikan bagi pembeli, syarat penyerahan-barang jualan
kepada' pembeli, dalam hal ini ‘diperbolehkan karena pada hhakekatnya bukan
merupakan syarat karena tanpa adanya Syarat tersebut akad sudah berjalan
sebagaimana semestinya. Kedua: syarat yang menjadi keharusan tanpa harus
mencantumtan syarat di dalamnya seperti syarat pada jual beli sandal dengan
menyertakan kembarannya, syarat ini di perbolehkan karena sudah merupakan urf
yang berlaku dalam masyarakat, dan dihukumi dengan dalil giyas, dan
sesungguhnya penggunaa urf sebagai dasar hukum dalam suatu pekerjaan
diperolehkan karena bebas dari pertikaian dan pertentangan dengan catatan tidak
bertentangan dengan hukum syar’i.

Imam Alauddin Abu Bakar bin Mas’ud al-Kasani menjelaskan dalam kitab

Badai’ al-Sinai’ tentang syarat fasid dalam akad salah satunya adalah syarat yang

22Byrhanuddin ‘Ali Ibn Abu Bakar, Syarhu Fathu al-Qadir, Juz 6 (Beirut: Dar al-Kutub,
2003 M), h. 276.

2Muhammad bin Muhammad bin Mahmud, al- ‘Aniyah Syarhu al- Hidayah, Juz 8 (Cet. I;
Lebanon: Dar al-Fikr 1970 M), h. 442.
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di dalamnya terdapat unsur garar. Sesungguhnya yang termasuk syarat fasid adalah
syarat yang tidak ada kaitanya dengan isi akad, syarat yang didalamnya terdapat
kemanfaatan hanya pada salah satu pihak saja, syarat yang tidak sesuai dengan akad
dan syarat yang tidak biasa dilakukan dalam akad. Contoh dalam kaitanya dengan
hal ini adalah seperti searang yang menjual rumahnya dengan syarat untuk
menempatinya selama satu bulan, jual beli baju dengan syarat memakainya selama
satu minggu, atau jual beli dengan syarat meminjamkan sejumlah uang atau
memberikan sesuatu hadiah-atau jual beli ‘baju.-dengan syarat pihak penjual
melakukan sesuatu pada objek akad (menjahitnya) dan yang sejenisnya.
Seandainya akad. jual beli disertakan syarat seperti yang diatas maka jual beli
tersebut menjadi-fasid karena keberadaan syarat tersebut menjadikan kemanfaatan
yang lebih pada akad yang semestinya dan setiap kemanfaatan lebih yang bukan
semenstinya merupakan riba atau sejenis riba dan riba dilarang oleh syara’ dan
syarat yang di dalamnya terdapat unsur-riba adalah syarat fasid -dan menjadikan
akad tersebut' manjadi fasid juga. Dan menurut Kasani jual beli budak dengan syarat
memerdekakanya adalah jual beli yang fasid menurut ashabu mazhab Hanafi
kecuali yang diriwayatkan oleh hasan itu diperbolehkan.?*
2. Syarat pada akad menurut Mazhab Malikiyyah

Imam Malik dalam kitab al-Mudawwana menyatakan bahwa: apakah boleh
jika saya membeli hamba sahaya untuk saya merdekakan, jawab imam Malik boleh,
karena jual beli dengan menyertakan syarat ini tidak terdapat di dalamya unsur
garar.?® Kecuali jika syarat memerdekakan itu dengan tempo waktu maka itu

termasuk garar.

24 Alauddin Abu Bakar bin Mas’ud al-Kasani, Badai’ al-Sinai’. Juz 5 (Cet. II; Libanon:
Dar al-Kutub Al-Arabi, 1974) h. 168- 170.

25Malik bin Anas bin Malik bin Amir al-Asbahi, a/-Mudawwana, Juz 3 (Cet. I; Damaskus:
Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/1994 M), h. 191..
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Dalam akad jual beli rumah, jika seseorang penjual memberikan syarat

kepada pembeli untuk dapat menempatinya selama satu tahun, menurut Imam

Malik dalam hal ini boleh, jika persyaratan untuk menempatinya selama satu bulan,

dan satu tahun bukan waktu yang lama, dan imam Malik membenci lebih dari waktu

tersebut.?® Jika seorang penjual binatang ternak mensyaratkan kepada pembeli

untuk untuk dapat menaikinya selama satu bulan, dalam hal ini Imam Malik

menyatakan tidak baik, dan membolehkanya hanya satu atau dua hari saja, kalau

satu bulan atau lebih maka itu-tidak baik karena didalamnya terdapat unsur garar.?’

Ibn Rusd dalam kitabnya a/l-Mugaddimat. al-Mumahiddar membagi Syarat

pada akad menurut mazhab Maliki kedalam 4 macam:

a)

b)

d)

Syarat yang merusak akad, yaitu syarat yang mengandung unsur riba dan
garar atau yang sejenisnya.

Syarat yang merusak akad ketika pihak yang mensyaratkan memegang
teguh syarat tersebut, jika pihak-pihak yang berakad  rela untuk
meninggalkan syarat tersebut maka akadnya menjadi’ sah dan beraku.
Seperti seorang penjual menysratkan kepada pembeli untuk tidak menjual
atau menghibahkan objek akad maka apabila pihak yang berakad rela untuk
meninggalkan syarat tersebut maka akadnya tetap sah dan akadnya menjadi
rusak ketika syarat itu tetap dipegang.

Syarat pada akad jual beli dibolehkan jika syarat tersebut sahih, tidak
mengandung unsur garar, tidak mengandung unsur riba atau Yyang
sejenisnya.

Syarat yang merusak akan tetapi akad jual belinya tetap sah, jika syarat

tersebut tidak dibenarkan oleh syara’ akan tetapi ringan dan tidak merubah

26Malik bin Anas bin Malik bin Amir al-Asbahi, a/-Mudawwana, h. 266.
2"Malik bin Anas bin Malik bin ‘Amir al-Asbahi, a/-Mudawwana, h. 267.
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kepada ketentuan nilai akad, seperti persyaratan ketentuan tempo waktu

pembayaran selama 3 hari, seandainya dalam waktu tersebut tidak dilunasi

maka jual beli menjadi batal. 2

Ahmad bin Muhammad al-Sawi al-Malik dalam al-Syarh al-Sagir ala Agrab
Masalik Ii Mazhab Imam Malik,. jual beli dan syarat: syarat dalam jual beli ada
beberapa kemungkinan, sesuai dengan akad, tidak sesuai dengan kandungan isi
akad, syarat yang menyalahi ketentuan harga objek akad. Yang sesuai dengan akad
seperti syarat kepemilikan objek akad atau penyerahan objek akad oleh penjual
kepada pembeli pada akad jual beli. Syarat yang bertentangan dengan maksud akad,
seperti dalam akad jual beli penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk tidak
menjaul objek akad, atau persyaratan pada jual beli binatang ternak untuk tidak
menaikinya. Syarat yang tidak sesuai dengan ketentuan harga seberti jual beli
dengan-syarat salaf atau uang muka. Dalam kitab a/-Syarh al-Sagirtidak dijelaskan
mengenai syarat yang populer dan berlaku-dalam masyarakat, yang esesisnya tidak
terdapat pada akad, dan yang tidak bertentangan dengan maksud akad, seperti
syarat jaminan atau garansi dan syarat hamil, syarat jaminan atau garansi pada akad
jual beli jika disyaratkan dalam akad maka harus dilaksanakan, syarat hamil pada
akad jual beli binatang ternak jika disyaratkan maka maka harus dilaksanakan jika
tidak maka tidak perlu untuk diadakan.?®
3. Syarat pada akad menurut Syafi’iyyah

Dalam kitab al-Um Imam Syafi’i mejelaskan tentang kaitanya dengan
menyatakan dan apabila seorang menjual budak mensyaratkan untuk tidak
menjaulnya kepada orang tententu atau tidak boleh memakainya atau

menghadiahkan sesuatu. Maka jual beli yang demikian hukumnya adalah jual beli

28 Abu Al Walid Muhammad Ibn Ahmad bin Rusyd. A/-Muqaddimat al-Mumahiddat, Juz
2(Cet. I; Libanon: Dar al-Garbi Al Islami, 1988 H/1408 M), h. 67

2 Ahmad Ibn Muhammad al-Sawi, al-Syarh al-Sagir ala Aqrab Masalik Ii Mazhab Imam
Malik, Juz 3 (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1241 H), h. 102.
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fasid karena pembeli tidak mendapatkan kepemilikan penuh terhadap barang yang
dibelinya. Dalam hal ini tidak diperbolehkan syarat pada jual beli ini kecuali syarat
untuk memerdekakanya yaitu sesuai dengan sunah nabi.*

Kemudian dalam kitab a/-Majmu’ Syarh Muhazzab apabila disyaratkan dalam
jual beli syarat yang sesuai dengan kadungan isi akad, seperti taslim al-mabi’,
mengembalikan barang yang cacat, atau yang sejenisnya maka akad tersebut tidak
batal (sah), karena syarat tersebut sebagai penjelas isi akad. Dan apabila disyaratkan
syarat yang tidak sesuai dengan kandungan isi  akad, akan tetapi didalamnya
terdapat kemaslahatan, seperti khiyar, jaminan, garansi maka akad tersebut tidak
batal (sah), karena hal tersebut yang dikehendaki oleh-syara” dan sudah menjadi
kebutuhan para pelaku akad untuk menjadi kepercayaan antara mereka. Apabila
disyaratkan_dalam akad jual beli dudak dengan memerdekakanya, maka syarat
tersebt tidak merusak akad. Sesuai dengan hadist Aisyah. Dan jika dalam jual beli
budak disayaratkan memerdekakanya dan-pembeli tidak mau melaksanakanya apa
yang disyaratkan-dalam akad, dalam hal ini ada dua pandangan, yang pertama:
memaksanya karena itu merupakan hak, hal ini seperti kalau seseorang bernazar
untuk memerdekakan budak maka dia berhak memaksa untuk melaksanakanhya,
yang kedua: baginya berhak untuk memilih (khiyar) dengan membatalkan akad.®!

Dalam hal syarat pada akad, Imam Kharomain dan Rafi’i berkata: jual beli
dengan syarat fasid tidak merusak akad, cukup dengan menghilangkan syarat
tersebut. Dan akad menjadi sahih. Dan ini adalah pendapat yang lemah dalam

mazhab ini.®? Imam Gazali berpendapat bahwa terdapat pengecualian dari hadits

30Asyafi’i Abu ‘Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi’i, a/-Um, Juz 3, (Cet 1I; Beirut:
Dar al-Fikr, 1403 H/198) h. 78

31 Taqi al-Din ‘Ali bin ‘Abdu al-Kafi al-Subki, al-Majmu’ Syarh Muhazzab, Juz 9, (al-
Qahirah: Matba’ah al-Tadaman, 1349 H). Juz 9 hal 357-358

32Taqi al-Din ‘Ali bin ‘Abdu al-Kafi al-Subki, a/-Majmu’ Syarh Muhazzab, Juz 9, h. 363-
364.
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pelarangan syarat dengan jual beli, yang disebut syarat enam yang diperbolehkan
dan tidak merusak akad, yaitu, pertama: syarat yang sesuai dengan akad seperti
syarat pemanfaatan penuh pada objek jual beli, kedua: syarat khiyar 3 hari atau
yang sejenisnya dengan ketentuan waktu yang wajar. Ketiga: syarat tempo waktu
yang jelas dan wajar. Keempat: syarat jaminan, garansi atau saksi. Kelima: syarat
memerdekakan pada jual beli budak. Keenam: syarat yang berkaitan dengan sifat
objek jual beli.®
4, Syarat pada akad menurut Hanabilah

Abi Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qadamah dalam
kitab a/-Mugni, membagi syarat pada akad ke dalam 4 macam:

a. Syarat yang sesuai dengan kandungan isi akad seperti-persyarat khiyar
majlis, persyarat kepemilikan penuh, pada persyaratan ini-keberadaan dan
ketidakadaannya tidak mempengaruhi akad.

b. ‘Syarat yang berhubungan dengan-kemaslahatan kedua belah pihak yang
berakad, seperti persyaratan adanya jaminan, garansi, adanya sifat tertentu
pada objek akad. dan persyaratan ini diperbolehkan dan jika diadakan maka
wajib untuk dilaksanakan.

c. Persyaratan vyang tidak terkandung dalam isi akad, bukan untuk
kemaslahatan kedua belah pihak yang berakad dan tidak bertentangan
dengan isi akad. pada persyaratan ini dapat dikategorikan kedalam 2 bagian,
pertama: persyaratan yang berhubungan dengan kemanfaatan pihak yang
berakat, kedua: persyaratan akad di dalam akad seperti dalam akad jual beli
yaitu menjual barang tertentu dengan syarat menjual barang yang lain, atau

membelinya, atau menyewa barang yang lain dan yang sejenisnya, pada

3Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad al-Gazali, al-Wasid i al-Mazhab, Juz 3
(Cairo. Dar al-Salam, 1997), h. 73-88.
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persyaratan ini dapat merusak akad, sama halnya persyaratan tersebut
datang dari penjual maupun pembeli.

Persyaratan yang bertentangan dengan kandungan isi akad, seperti
persyaratan yang diberikan - penjual kepada pembeli, untuk tidak
menghibahkan, atau memanfaatkan objek jual beli, maka syarat yang
demikian itu adalah syarat fasid. **

Syarat pada akad juga dapat di bagi menjadi dua:

a. Syaratsahih

Pada syarat sahih ini mencakup beberapa macam; diantaranya adalah:

1)

2)

3)

Syarat/klausula yang sudah menjadi bagian dari akad. Seperti syarat gabdan
dalam-jual beli, ada atau tidaknya persyaratan ini sama saja, sama sekali
tidak_ mempengaruhi akad. Karena hanya sebagai penekanan kepada para
pihakyang berakad®®

Syarat untuk kemaslahatan-para pihak yang berakad. Seperti dalam akad
sewa menyewa. Pihak penyewa mensyaratkan kepada yang menyewa untuk
memberikan jaminan atau garansi tertentu terhadap barang/sewaan melalui
jaminan. Dalam persyaratan ini terdapat kemaslahataan pada pihak yang
berakad, dan menambah kepercayaan, serta mendatangkan manfaat bagi
pihak yang memberi syarat.*

Syarat yang mendatangkan kemanfaatan yang diperbolehkan oleh syara’,
dan kemanfaatan tersebut sudah menjadi hal yang umum dalam akad dan

pada syarat ini tidak bertentangan dengan isi akad meskipun

3*Muwafaq al-Din Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah,

al-Mugni, Juz 6 (Cet. III; Riyad: Dar ‘Alam al-Kutub, 1997), h. 323-325.

$Muwafaq al-Din Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah,

al-Mugni, Juz 6, h. 323.

3Muwafaq al-Din Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah,

al-Mugni, Juz 6, h. 323.
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kemanfaatannya tidak mendatangkan kemaslahatan dalam akad. Seperti
seseorang yang menjual rumah dengan syarat boleh menempati rumah
tersebut selama satu bulan.
b. Syarat batil
Pada syarat batil ini dibagi menjadi dua yaitu:
1) Syarat batil yang membatalkan akad.

a. Syarat yang menggabungkan dua akad menjadi satu akad dengan timbal
balik yang berbeda.Seperti seorangyang--menjual sesuatu kemudian
mensyaratkan dalam jual beli tersebut jenis akad yang lain, seperti akad
salam, pinjam meminjam, atau jual beli, atau-nikah. Maka persyaratan/
klausula yang demikian adalah merupakan syarat fasid, dan menjadikan
batalnya akad.

Dalil yang menjelaskan bahwa persyaratan ini batal dan membatalkan akad

adalah:
37&;;;3,"3 g E ijwm Lo— & ij;ujé

Artinya:

Nabi Saw. telah melarang adanya dua jual beli dalam satu jual beli.
Mdu,&)\wucc_)u”fcduﬂbb \jjtu 23
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Artinya:
Nabi Saw. telah melarang dua kesepakatan (akad) dalam satu
kesepakatan (akad).

3"Muhammad bin ‘Isa Saurah bin Musa bin Dahak, Sunan al- Tirmizi, Jus 3 (Cet. II; Mesir:
Syarikah Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-Bani al-Halabi, 1395 H/1975 M), h. 525.

3Bal-Imam Ahmad bin Hambal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal, Juz 6 (Cet. I;
Muassasah al-Risalah, 1421 H/2001 M), h. 324.
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Artinya:

Tidak halal menggabungkan salaf (jual beli salam/pesan) dan jual

beli, juga tidak halal adanya dua syarat dalam satu jual beli, dan

tidak halal jual beli tanpa jaminan, dan juga menjual apa yang tidak
ada di sisimu.

b. Mensyaratkan pada akad dua syarat fasid atau lebih.

c. Syarat yang bertentangan dengan maksud dan tujuan akad.
2) Syarat batil yang tidak membatalkan akad

syarat batil 'yang. tidak membatalkan akad ‘adalah syarat yang tidak sesuali
dengan maksud. kandungan akad, akan tetapi pada syarat ini‘tidak menghapuskan
atau menghilangkan maksud dari kandungan akad, seperti seorang penjual dalam
akad jual -beli mensyaratkan kepada pembeli untuk tidak menjual, atau
menghibahkan barang yang dibelinya, syarat ini sesungguhnya adalah syarat fasid
akan tetapi tidak membatalkan akad*

Syarat.penyerta akad ada yang sah untuk diperjanjikan dan ada pula yang
tidak sah untuk diperjanjikan. Yang tidak sah ini disebut dengan syarat-syarat fasid.
Syarat Syarat yang tidak sah ini karena mengakibatkan terjadinya gharar atau
Syarat-syarat itu bertentangan dengan ketertiban umum Syariah atau kesusilaan

Syariah.**

3al-Imam Ahmad bin Hambal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal, Juz 11, h. 253.

403yamsu al-Din Abu al-Faraj  Abdu al-Rahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah
al-Maqdisi, al-Syarh al-Kabir, Juz 11 (Cet. I, al-Qahirah: Hajr li al-Taba’ah, 1415 H/1995 M), h.
232-233.

“Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Figih
Muamalat, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010) h. 212.
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5. Syarat pada akad menurut ulama mazhab Zohiriyyah

Menurut ulama madzhab memadang syarat sahih dalam pandangan ini
yaitu syarat yang tertera dalam nash, atau berdasarkan ijma ulama membenarkan
syarat tersebut.

1) Persyaratan/ klausula adanya jaminan pada jual beli dengan tempo waktu.

2) Persyaratan pembayaran jatuh tempo.

3) Persyaratan terhadap perincian sifat-sifat objek barang atas kesepakatan
kedua belah pihak.

4) Persyaratan jatuh tempo jika tidak ditentukan waktu pembayaranya. Maka
mengacu kepada waktu luang.

5) Persyaratan tidak ada tipuan.*?

Dengan demikian Berdasarkan beberapa pendapat_para ulama dapat
disimpulkan bahwa mazhab Hanabilah paling melapangkan ruang lingkup syarat
yang sah, mereka membenarkan semua syarat-syarat yang dibenarkan mazhab-
mazhab lain dari syarat-syarat yang sesuai kebutuhan akad, syarat-syarat yang
terkandung makna-makna suatu kebajikan, syarat-syarat yang menjadi kebiasaan
masyarakat dan syarat-syarat yang terhimpun manfaat logis untuk salah satu pihak
dari pihak-pihak yang melakukan transaksi:

Bahkan ulama generasi terakhir dari mazhab ini seperti Syaikh Islam Ibnu
Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan menjelaskan ke dalam
sebuah kaidah yang membuka secara luas tentang penggunaan syarat dalam akad
dan menjadikan hukum asal syarat yaitu:

i Jo 150 Jou ) ang G g N ¢ Bzl gk Lo il 3 A
43 fé@aﬁ.lj

“2Abu Muhammad ‘Afli bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm. Mahalla bi al-Asar, Juz 7
(Libanon: Dar al-Kutub al-‘Tlmiyah, 2001M), h. 319.

43Qyaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah, a/-Qawaid al-Nuraniyyah, (Cet. III; Dar al-Jauzi, 1433
H), h. 269.
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Artinya:
Menurut ketentuan asal bahwa akad akad dan syarat-syarat adalah boleh dan
bebas dan karena itu hukumnya sah tidak ada yang diharamkan atau di
anggap batal kecuali apa-apa yang yang dinnyatakan haram dan batal oleh

syariat.
Kedudukan suatu syarat dalam setiap transaksi atau akad merupakan hal
yang wajib dipenuhi. Karena, hal tersebut menjadi patokan suatu akad dapat

dikatakan sah atau tidak.**

4Cucu Cahyani. dkk, Analisis Fikih Muamalah Terhadap Kedudukan, Jurnal Hukum
Ekonomi Syariah Univesitas Islam Bandung (Volume 4, No. 2, Tahun 2018), Hal 646.



BAB 111
GAMBARAN KAIDAH MAN SYARATA ‘ALA NAFSIHI TAIAN GAIRA
MUKRAHIN FAHUWA ‘ALAIHI

A. Defenisi kaidah Man Syarata ‘Ala Nafsihi Taian Gaira Mukrahin Fahuwa

‘Alaihi

Terdapat lafaz dalam Sahih al-bukhari dari riwayat 1bn Sirin, berkata:

52 Bl U 038508 py Bk T D6 ) ol ST oy J8 e o) 3
Artinya:

“Ibn Sirin_berkata, seorang pria pernah berkata pada seorang yang
menyewakan hewan, simpankan aku hewan tungganganmu itu untuk aku
bepergian suatu hari, jika saya tidak bepergian bersamamu suatu hari maka
bagimu seratus dirham, dan dia pun tidak bepergian..Maka syuraih berkata:
“siapa saja yang secara sukarela menetapkan kondisi pada dirinya, tanpa
adanya paksaan maka dia harus patuh dengan kondisi tersebut”

Selain itu terdapat dabid di Musannaf Abdurrazzaq di dalam-sanadnya, dari

Ibnu Sirin berkata:
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Artinya:

Syuraih menyanggah mengenai seorang lelaki yang bukan sekadar pengikut
saja, dan ia mengemukakan: Jika saya tidak melaksanakan kewajiban pada
hari itu, Anda akan mendapat uang tambahan ini dan itu. Sehingga ia tidak
pergi. Namun akhirnya ia dipenjara. Syuraih mengungkapkan: "Bagi siapa
yang dengan sukarela menetapkan persyaratan pada dirinya sendiri bukan
karena paksaan, kami akan membalasnya sesuai persyaratan tersebut."”

Para ulama figih berbeda pendapat dalam mengutarakan susunan kata pada
kaidah ini sesuai dengan perbedaan meraka dalam mengamalkan kaidah ini. di

antaranya:

'Abu Abdullah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari al-Ju’fi, Sahih al-Bukhari, Juz 2, h. 981.

2Abu Abdurrazak, al-Musonnaf; Juz 8 (Cet. 1I; Beirut: Tauzi’ al-Maktabah al-Islami, 1403
H/1983 M), h. 59.
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a. Perkataan al-Jasas dalam Ahkam Al-Qur’an

° S o 2 PR P I
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Setiap yang menetapkan persyaratan untuk dirinya sendiri maka ia harus
memenuhi persyaratan tersebut jika persyaratan tersebut memang ada

b. Sigahlbnu al-Arabi dalam Ahkam Al-Qur an
ek L G g o
Siapa yang mewajibkan sesuatu maka wajib baginya secara syariat

c. Dalam Darar al-Hukkam dengan sigah

55}'37 Sﬁi dw}fﬁ‘ y3o slas b MB*J‘

Siapa yang menjanjikan sesuatu dengan ikatan tertentu maka ia wajib
memenuhi janji tersebut

Dalam fatwa lain yang dikeluarkan oleh Majma’ al-Figh al-Islami yang
diselenggarakan di Jeddah menetapkan- bahwa janji yaitu dari. pihak yang
memerintah dan pihak yang diperintah secara individu merupakan keharusan untuk
dilaksanakan bagi pihak yang melakukan akad kecuali ada udzur (halangan). dan
itu wajib untuk ditepati jika bersifat terikat dengan sebab masuk dalam perjanjian.

Kaidah ini merupakan kaidah yang diucapkan oleh seorang tabi’in yang
bernama Syuraih bin al-Harits al-Qadhi yang berasal dari Hadhramaut. Syuraih bin
al-Harits al-Qadhi merupakan seorang hakim ahli fikih periwayat hadis. Perkataan

tabi’in bukan termasuk sandaran hukum, akan tetapi dikatakan bahwa perkataan

3Ahmad bin ‘Ali Abu Bakar al.-Razak, Ahkam al-Qur’an, Juz 3 (Cet. I; Lebanon: Dar al
Kutub al-Alamiyah, 1415 H/1994 M), h. 475.

“al-Qadi Muhammad bin ‘ Abdullah Abu Bakar bin Arabi al-Muafiri al-Asybili al-Maliki,
Ahkam al-Quran, Juz 4 (Cet. 3; Lebanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1424 H/2003 M), h. 241.

5¢Ali Haidar Khawajih Amin Afandi, Darar al-Hukkam fi Syarh Majallah al-Ahkam, Juz
1 (Cet I; Dar al-Jil, 1411 H/1991 M), h. 87.

®al-Raasah al-‘Amah li Idrat al-Buhus al-‘Ilmiyah wa al-Ifta wa al-Da’wah wa al-Irsyad,
Majallah al-Buhus al-Islamiyyah, Juz 36 (t.t.p.:t.p.; 1433 H), h. 158.
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tabi’in dapat dijadikan sandaran hukum berdasarkan apa yang telah diriwayatkan
bukhari.’

Arti kalimat Man Syarata ‘Ala Nafsihi Taian Gaira Mukrahin yakni
seseorang dalam keadaan bebas ~memilih tanpa paksaan, kemudian dia
mensyaratkan atau melazimkan sesuatu untuk dirinya.®

Maksud dari kaidah ini ialah apabila seseorang mewajibkan suatu hal untuk
dirinya sendiri, meskipun sejatinya hal tersebut bukan kewajiban, maka hal tersebut
akan berubah menjadi sebuah-kewajiban baginya. apabila ia mewajibkan tindakan
tersebut karena Allah, maka hal tersebut menjadi nazar yang dia harus penuhi,
namun jika dia mewajibkan tindakan tersebut karena manusia maka itu menjadi
janji yang harus ia tepati.®
B. Landasan kaidah Man Syarata ‘Ala Nafsihi Taian Gaira Mukrahin Fahuwa

‘Alaihi

Allah Swt. tidak menyukai-hamba yang mengatakan sesuatu namun hamba
tersebut tidak mengerjakan apa yang telah dikatakannya. allah  Swt. berfirman
dalam Q.S. al-Shaff /61: 2-3.

o3k G 155 O i L s 58 O3B U o5l 0 WL

Terjemahnya:
Wabhal orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang
tidak kamu kerjakan? Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu
mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan.°

Ayat tersebut memberikan peringatankepada kita untuk selalu menepati apa

yang kita janjikan dan berkata sesuai dengan perbuatan. Ayat ini juga mengajarkan

"Walid bin Rasyid al-Sa’idan, Talgih al-Atham al-‘Alayyah bi Syarh al-Qawaid al-
Fighiyyah, Juz 2 (t.t.p. t.p. 1431 H), h. 12.

8Badr al-Din abu Muhammad Mahmud bin Ahmad al-Aini, ‘Umdah al-Qari Syarh Shahih
al-Bukhari, Juz 14 (beirut: Dar al-Fikr), h. 21.

% Ibrahim Khalil luh, Al-Qawaid wa al-Dawabid al-Fighiyyah al-Ma’$tirah ‘an al-Sahabah
wa al-Tabi’in min Khilal Musannaf Abdu al-Razak wa Ibnu Abi Syaiban Jama’an wa Dirasan,
Tesis (al-Mamlakah al-° Arabiyyah al-Su’udiyyah: wa zarah al-Ta’lim al-*Ali), h. 411.

9K ementrian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya,, h. 551.
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kita untuk selalu berusaha menyesuaikan dengan apa yang yang kita yakini,
katakan, dan lakukan. Ini juga merupakan implementasi dari iman, yaitu meyakini
dengan hati, ikrar dengan lisan, dan beramal dengan perbuatan. Orang yang
mengaku beriman namun hatinya ingkar maka munafik.

Imam al-Tabari menjelaskan tentang ayat ini dalam tafsirnya memberikan
rincian mengenal pendapat para ulama mengenai sebab ayat tersebut diturunkan.
Sebagian ulama berkata bahwa ayat tersebut turun sebagai teguran dari Allah atas
orang mukmin. Mereka ‘sangat ingin tahu berbagai.amalan yang paling utama.
Namun ketika Allah memberitahukan amalan utama. itu, mereka melakukannya
tidak secara sempurna. Diriwayatkan dari lbnu Abbas bahwa sebagian kaum
mukmin berkata“Demi Allah, jikalau kami mengetahui amal yang paling dicintai
Allah, kami pasti akan melaksanakannya”. Lalu Allah menurunkan Q.S. Al-
Shaf/61:.2-4. Pada ayat keempat Allah memberitahukan amalan_yang paling
dicintainya, yaitu jihad di jalan Alah, namun mereka tidak senang.*

Menurut Al-Syanqiti bahwa dalil yang paling kuat dalam menepati janji
terdapat pada firman Allah Swt., “Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa
kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan” Q.S. Al-Shaf/61: 3, karena
ketidaktepatan manusia dalam memenuhi janji dapat memicu murka allah Swit.
yang melahirkan pengharaman dan hukuman yang ketat terhadap orang yang tidak
memenuhi janji tersebut.*?

Sebagian ulama berpendapat Q.S. Al-Shaf/61: 2-3 tersebut menjadi teguran
bagi sebagian sahabat nabi yang membanggakan perbuatan yang tidak mereka

kerjakan. Mereka berkata “aku melakukan ini dan itu” padahal dia tidak

" Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, Tafsir al-Tabari Jami’ al-Bayan, Juz 22 (Cet.
I; Dar Hijr li al-Taba’ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi’ wa al-"Ilan, 1422 H/2001 M), h. 607.

12 Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, Tafsir al-Tobari Jami’ al-Bayan, Juz 4, h. 381.
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melakukannya dan Allah mencela mereka sebab sesuatu yang tidak mereka
kerjakan.

Ibnu Kasir menjelaskan bahwa Q.S. al-Shaf/61: 2 merupakan bentuk
pengingkaran terhadap sikap orang yang berjanji namun tidak ditepatinya atau yang
berkata namun tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya.

Melalui Q.S. As-Saff ayat 2-3 ini, para ulama salaf menjadikannya dalil
mengenai wajibnya menepati janji secara mutlak. baik itu janji yang bisa
mengakibatkan denda atau tidak. Para ulama salaf tersebut juga berhujjah dengan
hadis shahih, Rasulullah Saw. bersabda “tanda tanda orang munafik ada tiga: ketika
berkata dia berbohong, ketika berjanji dia mengingkari, dan-ketika dipercaya dia
berkhianat.”*

Allah tidak hanya mengingkari (menolak) perbuatan tersebut, namun juga
sangat -membenci perbuatan tersebut. Hal ini dapat dilihat -dari. redaksi ayat
selanjutnya osaii ¥ G 145 Of &4 G 45 Lafaz magtan dalam ayat tersebut
bermakna asyaddul bukhdhi (sangat dibenci). Apalagi kebencian tersebut berkaitan
dengan bencinya Allah, maka lebih menakutkan lagi peringatan ini. Manusia tidak
bisa membayangkan jika dia dibenci Allah, Sang pencipta. Selain itu, redaksi
ayatnya disertai dengan pengulangan ma la taf’aliin. Ketika ada satu lafaz yang
sama diulang dalam satu kalam (pembicaraan), itu menunjukkan betapa ngeri dan
agungnya hal tersebut.*

Ali al-Sabuni mengutip sebuah pendapat yang menyatakan bahwa termasuk
orang yang perkataannya tidak sesuai dengan tindakannya adalah orang-orang yang
memerintahkan saudaranya untuk melakukan kebaikan namun dia sendiri tidak

melaksanakannya, atau melarang perbuatan mungkar namun dia tidak melarang

13Abu al-Fida Ismail bin Umar bin Kasir al-Qarsyi, Tafsir al-Qur’an al-Azim, Juz 8 (Cet.
I1; Damaskus: Dar Tayyibah li al-Nasyri wa al-Tauzi’, 1420 H/1999 M), h. 105.

“Muhammad Jamaluddin bin Muhammad Said bin Qasim al-Halaq al-Qasimi, Mahasin
al-Ta’wil, Juz 9 (Cet. 1; Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 1418 H), h. 216.
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dirinya sendiri. hal ini sebagaimana firman allah Swt. “mengapa kamu menyuruh
orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri,
padahal kamu membaca kitab? tidakkah kamu mengerti” (Q.S. Al-Bagarah/2: 44)%

Berkaitan dengan ayat ini, al-Qurtubi mengutip riwayat dari Anas bin Malik
dalam Musnad Ahmad (juz 3 h. 120) hadis ; “Ketika malam aku di-isra’-kan, aku
melewati suatu kaum yang lidahnya dipotong-potong dengan gunting api. Aku
bertanya ‘siapakah mereka itu Wahai Jibril?’. Dia menjawab ‘Mercka adalah juru
dakwah umatmu, mereka memerintahkan ‘orang-orang untuk berbuat kebaikan
namun melupakan diri mereka sendiri padahal mereka‘membaca Kitab. Tidakkah
mereka berakal?.1

Imam al-Gazali dalam Bidayah al-Hidayah memasukkan-ulama su’ (ulama
yang buruk) termasuk orang yang perkataannya tidak sesuai dengan tindakannya.
Mereka berpura-pura dengan ilmunya untuk memperbanyak harta, membanggakan
pangkat, mencari pengikut, menaklukkan tempat yang bisa dia-taklukkan, dan
mengharap bagiannya di dunia yang kesemua niat ini dia sembunyikan dalam
dirinya. Mereka seolah-olah mengajak manusia untuk berpaling dari dunia, padahal
sebenarnya mereka menggiring manusia untuk mencintai dunia karena /isanul hal
afshahu min lisanil magal, yaitu bahasa perbuatan lebih fasih daripada bahasa
lisan. Sedangkan tabiat manusia lebih cenderung meniru apa yang dilakukan

daripada apa yang dikatakan.’

SMuhammad ‘Ali al-Sabuni, Shafwah al-Tafasir, Juz 3 (Cet. 1; al-Qahirah: Dar al- Sabuni
li al-Tabai wa al-Nasyri wa al-Tauzi’, 1417 H/1997 M), h. 350..

16Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, al-Jami’ li Ahkami Al-
Qur’an, Juz 1 (Cet. 2; al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Masriyyah, 1384 H/1964 M), h. 365.

7Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazali, Bidayah al-Hidayah, (Cet. 1; al-
Qahirah: Maktabah Madbuli, 1413 H/1993 M), h. 27.
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Dalam hadis nabi juga disebutkan bahaya tidak menepati janji

¢
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artinya:
Dari Abu Hurairah r.a., dari Rasulullah Saw., beliau berkata, “Tanda-tanda
orang munafik itu ada tiga; Apabila berbicara dia berdusta, bila dia berjanji
dia mengingkari dan bila diberikan amanat dia berkhianat.”

Muhammad al-Amin bin- Muhammad ‘al-Mukhtar al-Jakni al-Syankiti
dalam tafsirnya mengatakan bahwa inti dari hadis diatas terdapat pada kata apabila
dia berjanji dia®mengingkari, dikarenakan melanggar janji. adalah salah satu
penanda orang-munafik, maka seorang muslim seharusnya tidak diidentifikasi
dengan karakteristik orang munafik.*®
C. Contoh penerapan kaidah Man Syarata ‘Ala Nafsihi Taian gaira Mukrahin

Fahuwa ‘Alaihi

Kaidah Man Syarata ‘A/a Nafsihi Tai’an gaira Mukrahin Fahuwa ‘Alaihi
merupakan salahsatu mekanisme pengamanan dalam suatu. akad. Dalam
penerapannya, kaidah ini sering kali digunakan untuk menjamin pemenuhan
kewajiban kedua belah pihak dalam suatu akad. Salah satu contoh penerapan kaidah
dalam suatu akad adalah Ketika sesorang mengatakan kepada peminjam barang
“jika barang yang engkau pinjam hilang atau rusak maka saya yang akan
menanggung barang tersebut” kemudian barang tersebut hilang, maka wajib bagi

orang yang menjamin tersebut menanggung barang yang hilang itu.?°

8 Abu Abdullah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari al-Ju’fi, Sahih al-Bukhari, Juz 5, h.
2262.

_ YMuhammad al-Amin bin Muhammad al-Mukhtar al-Jakni al-Syankiti, Udwai al-Bayan
i Idah Al-Qur’an bi Al-Qur’an, Juz 4 (Cet. V; al-Riyad: Dar ‘Ataat 1441 H/2019 M), h. 380.

2Ahmad bin al-Syaikh Muhammad al-Zarqa, Syarh al-Qawaid al-Fighiyyah, (Cet. 1I;
Damaskus: Dar al-Qalam, 1409 H/1989 M), h. 425
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D. Pengecualian dari kaidah Man Syarata ‘Ala Nafsihi Taian Gaira Mukrahin
Fahuwa ‘Alaihi

Kaidah ini menunjukkaan bahwa asalnya setiap yang mensyaratkan sesuatu
kepada dirinya dimana hal tersebut asalnya bukan merupakan kewajiban untuknya
namun karena dia mensyaratkan kepada dirinya sehingga hal tersebut menjadi
wajib untuknya, akan tetapi ulama mengecualikan apabila syarat tersebut
menyelisihi syariat.? seperti apabila seorang penjual mensyaratkan akan mengganti
kerugian kepada pembeli jika.barang jualnya®mengalami kerusakan maka tidak
wajib bagi penjual akan syarat tersebut apabila barang itu rusak atau terdapat
kerusakan didalamnya karena syarat tersebut tidak--dibenarkan oleh syariat
dikarenakan kaidah al-Gunmu bi al-Gurmi.?

Selain itu apabila seorang pemberi hutang mensyaratkan kepada yang
berutang.apabila dia terlambat dalam mengembalikan uang yang telah di pinjam
dari waktu yang telah ditentukan maka orang yang berutang harus membayar denda
keterlambatan_tersebut, maka apa yang dipersyaratkan ofeh"si pemberi hutang
tersebut batal dan tidak ada kewajiban bagi orang yang berhutang tersebut akan

syarat.itu karena syarat itu bertentangan dengan syariat dikarnakan riba.

2Ibrahim Khalil luh, Al-Qawaid wa al-Dawabid al-Fighiyyah al-Ma’$iirah ‘an al-Sahabah
wa al-Tabi’in min Khilal Musannaf Abdu al-Razak wa Ibnu Abi Syaiban Jama’an wa Dirasan,
Tesis (al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’udiyyah: wa zarah al-Ta’lim al-‘Ali), h. 418.

22 Ahmad bin al-Syaikh Muhammad al-Zarqa, Syarh al-Qawaid al-Fighiyyah, h. 426.



BAB IV
IMPLEMENTASI KAIDAH MAN SYARATA ‘ALA NAFSIHI TAIAN
GAIRA MUKRAHIN FAHUWA ‘ALAIHI DALAM AKAD IJARAH
A. Hukum pensyaratan dalam Akad ijarah
Secara bahasa, ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwad atau upah,
sewa, jasa atau imbalan.? Sedangkan dalam Mu’jam Lugah al-Fugaha, kata ijarah
adalah masdar ~b ~ ~1 (ajara—ya juru) yang berarti upah pekerjaan. Dikatakan
bahwa kata al-ajru lebih diutamakan penggunaannya untuk imbalan dari Allah dan
kata ijarah lebih kepadaimbalan dari manusia.? Sebagai salah satu akad yang sering
digunakan manusia; ijarah harus dapat dipahami secara utuh agar memberikan
pemahaman-yang tepat.
Secara terminologi perlu dikemukakan beberapa pengertian ijarah antara
lain:

a. Menurut ‘Ali al-Khafif ijarah adalah transaksi terhadap sesuatu yang
bermanfaat dengan imbalan.’

b. Menurut Ulama Syafi’iyah ijarah adalah transaksi terhadap sesuatu
manfaat yang dimaksud, tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan
dengan imbalan tertentu.*

c. Berdasarkan pendapat ‘Abdul Karim ijarah adalah akad untuk mengambil
manfaat terhadap suatu barang atau jasa dengan upa atau imbalan yang

disepakati dalam jangka waktu tertentu.®

!Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, Juz 3 (Beirut: Dar al-Kitab al-*Arabi, 1971), h. 177.

Muhammad Rawwas Qal’ah Ji, Mu’jam Lugah al-Fuqgaha, (Beirut: Dar al-Nafais, 1408
H/1988 M), h. 42.

3“Ali al-Khafif, Ahkam al-Mu’amalat al-Syar’iyyah, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.), h. 403.
“al-Khatib al-Syarbini, Mugni al-Muhtaj, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), h. 233.

3¢ Abdul Karim ibnu Muhammad al-lahm, al-Matla’ah ‘ala Daqaiq zadul Mustagna’ 1i al-
Muamalat al-Maliyah, (Cet IV; Riyadh: Dar Kunuz, 1429 H), h. 93.
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d. Berdasarkan pendapat al-Ramli ijarah adalah mengambil barang dengan
suatu upah dengan syarat ketentuan berlaku menyangkut hak dan
kewajiban dan kewajiban atas sesuatu yang dibolehkan.®

1. Dasar-dasar ljarah
Al-Qur’an membolehkannya praktik sewa-menyewa, sebagaimana firman

Allah Swt. dalam Q.S. al-Talaq/65: 6.
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Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal
berdasarkan pendapat kemampuanmu dan janganlah kamu-menyusahkan
mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri
yang-sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka
nafkahnya hingga mereka bersatin,” kemudian jika mereka menyusukan
(anak=anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan-baik; dan jika
kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak
itu) untuknya.”

Sabda Nabi Muhammad Saw.

BRI SAUI Lo
Artinya:

Nabi saw bersama Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang mahir
dari Bani al-Dail kemudian dari Bani ‘Abdu bin ‘Adi.” (HR Bukhari).

8Syamsuddin Muhammad ibnu Abi al-‘Abbas Ahmad ibnu Hamzah Syihabuddin al-
Romli, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, Juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H), h. 261.

"Kementrian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, h. 556.
8 Abu Abdullah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari al-Ju’fi, Sahih al-Bukhari Juz 2, h. 790.
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2. Syarat Syarat ljarah

Syarat-Syarat dalam rukun ijarah dapat dibagi ke dalam:

a.

Syarat bagi kedua orang yang berakad ialah: telah baligh dan berakal
(Mazhab Syafi’i dan Hambali). Dengan demikian bilamana orang itu belum
atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau
diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka ijarah nya
tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki bahwa orang yang
melakukan akad, tidak-harus mencapai-usia-baligh, tetapi anak yang telah
mumayiz pun boleh melakukan akad ijarah dengan ketentuan disetujui oleh
walinya.

Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk
melakukan akad ijarah itu, bilamana salah seorang keduanya terpaksa
melakukan akad maka akadnya tidak sah.

Manfaat yang menjadi objek ljarah harus diketahui secara jelas, sehingga
tidak terjadi perselisinan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka,
akad itu tidak sah.

Objek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan
tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama figih sepakat mengatakan bahwa
tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan
langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah harus siap pakai atau tentu saja
sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu
atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka
setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.

Objek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama
fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh

menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh
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menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi
(pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-

muslim untuk tempat mereka beribadat.®

Rukun dan Syarat ljarah

1.

2.

3.

Sighat ljarah, yaitu ijab dan gabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak
yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan
penyewa/pengguna jasa.

Obyek akad ijarahadalah :

a. manfaat barang dan sewa; atau

b.” manfaat jasa dan upah.*®

Ketentuan Objek ljarah

1.
2.

Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam
kontrak.

Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak
diharamkan).

Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari’ah.
Manfaat harus dikenali- secara - spesifik sedemikian rupa untuk
menghilangkan jahalah  (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan
sengketa.

Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka

waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

® Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islam wa Adillatuh, Juz 5, h. 3833-3834.
0Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000,

Situs resmi fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/15/(13
April 2000).
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7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada
LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga
dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ljarah

8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis
yang sama dengan obyek kontrak.

9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat
diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.!
ljarah terbagi menjadi-dua macam sebagai berikut:

a. ljarah atas.manfaat, disebut juga sewa-menyewa...Dalam ijarah bagian

pertama ini, objek akadnya ialah: manfaat dari suatu-benda.
Akad sewa menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah
untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk
kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk-dipakai. Adapun
manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan; karena barangnya
diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk
manfaat yang diharamkan ini, seperti bangkai dan darah

b. ljarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam ijarah bagian
kedua ini, objek akadnya ialah: amal atau pekerjaan seseorang”.
ljarah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad ijarah untuk
melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah menjahit
pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci
atu kulkas dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut ajir

atau tenaga kerja.'?

"Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000,
Situs resmi fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, https.//dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/15/ (13
April 2000).

12Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islam wa Adillatuh, Juz 5, h. 3837
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Menurut ulama Syafi’i membagi ijarah sebagai berikut:

Pertama, ljarah al- ‘ain; ijarah yang kontraknya berhubungan dengan sebuah
benda yang telah ditentukan (‘ain mu’ayyanah). I[jarah ini diperbolehkan dan sah
apabila memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Benda yang disewakan sudah ditentukan.

2. Benda yang disewakan wujud  dan dapat disaksikan di
hadapan muta’aqidain (dua orang yang bertransaksi).

3. Jasa atau manfaat barang yang disewakan tidak ditangguhkan.

Kedua, ljarah al-dzimmabh; ijarah yang kontraknya berkaitan dengan jasa
yang mesti dipenuhi oleh mu’jir (penyedia jasa). ljarah ini memiliki dua syarat yang
berbeda dengan ijarah al- ‘ain, antara lain:

1. Ujrah (upah) wajib diserahkan secara kontan di tempat transaksi.
2. Menjelaskan benda yang akan disewa/dimanfaatkan, baik-dari segi jenis dan

sifatnya.’®

13Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islam wa Adillatuh, Juz 5, h. 3846.
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3.  Hukum pensyaratan dalam akad ijarah.

Dasar hukum dari akad dijelaskan dalam Q.S Al Maidah/5:1.

33l 5831 5l 2 it

Terjemahnya:
wahai orang orang yang beriman penuhilah akad akad itu.**

Dalam tafsir Ibnu kasir dijelaskan bahwa Ibnu ‘Abbas dan Mujahid serta
lain-lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 'uqud ialah perjanjian-
perjanjian. Ibnu Jarir meriwayatkan akan adanya kesepakatan mengenai makna ini.
la mengatakan bahwa ‘uqud artinya apa yang biasa mereka cantumkan dalam
perjanjian-perjanjian mereka menyangkut masalah hilf (perjanjian pakta pertahanan
bersama).dan-lain-lainnya. ‘Ali Ibnu Abu Talhah meriwayatkan-dari Ibnu ‘ Abbas
sehubungan dengan firman-Nya (Q.S. Al-Maidah/5: 1): Hal orang-orang yang
beriman,.penuhilah akad-akad itu. (Q.S. Al-Maidah/5: 1), yaitu-janji-janji itu
menyangkut hal-hal yang dihalalkan-oleh-Allah dan hal-hal yang.diharamkannya
serta hal-hal 'yang diwajibkannya olehnya dan batasan-batasan (hukum-hukum)
yang terkandung di dalam Al-Qur'an seluruhnya Dengan kata lain, janganlah kalian
berbuat khianat dan janganlah kalian langgar hal tersebut. Kemudian Allah Swt.
memperkuat hal tersebut dengan sanksi-sanksi yang keras melalui firman-Nya
:Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan
memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Sampai dengan
firman-nya tempat kediaman yang buruk (Jahannam).*®

Dalam Tafsir Muyassar yakni wahai orang-orang yang beriman kepada
Allah dan Rasul-Nya serta menjalankan syariatnya, sempurnakanlah perjanjian-

perjanjian Allah yang dipertegas, berupa keimanan terhadap ajaran-ajaran syariat

“Kementrian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, h. 106.

15 Abu al-Fida ‘Isma’il bin Umar bin Kasir al-Qarsyi al-Basri, Tafsir Ibnu Kasir, Juz 2 (Cet.
IT; Damaskus: Dar al-Tayyibah, 1420 H/1999 M), h. 7.
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agama dan ketundukan kepadanya. Dan penuhilah perjanjian sebagian kalian atas
sebagian yang lain berupa amanat, jual-beli dan akad-akad lainnya yang tidak

bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah rasul-Nya, Muhammad Saw.®
Dalam hadist nabi juga disebutkan:

7

17\_;‘;:_ J}_/‘ ?fy}}\}_ {g; V_@La},. 61-’9 :')o)/o }o“j
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Artinya:
Seorang muslim wajib menunaikan persyaratan yang telah disepakati
kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan
yang haram

Penjelasan syarat dalam akad dalam Qawaid Fighiyyah sebagai berikut:

5 4 st ibpih gt 5 Wa )tk At bk g el
18 L, YAty
Artinya:
Dilarang membuat syarat - dalam ibadah kecuali --ada dalil yang
membolehkannya, dan dibolehkan membuat syarat ‘dalam muamalah
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Kaidah. ini memiliki makna yang sangat besar dalam kehidupan manusia.
Setiap manusia dibebaskan dan dibolehkan untuk melakukan segala jenis transaksi
muamalah dalam kehidupan sehari-hari selama tidak ada dalil yang mengharamkan,
melarang, dan mencelanya maka selama itu pula boleh untuk dilakukan. Hal
tersebut berlaku untuk urusan muamalah.

Ibnu Taimiyah yang merupakan ulama terkemuka di abad pertengahan

merumuskan kaidah fikih muamalah dalam pembuatan kontrak sebagai berikut:

1Nukhbah min Asatizah, Tafsir al-Muyassar, Juz 1 (Cet. II; al-Su’udiyyah: Majma’ al-
Malik Fahd, 1430 H/2009 M), h. 106.

"Muhammad bin ‘Isa Saurah bin Musa bin Dahak, Sunan al- Tirmizi, Jus 3, h. 626.

8Walid bin Rasyid al-Sa’idan, Talgih al-Afham al-‘Alayyah bi Syarh al-Qawaid al-
Fighiyyah, Juz 2 (t.t.p. t.p. 1431 H), h. 1.
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Artinya:
Menurut ketentuan asal bahwa akad akad dan syarat-syarat adalah boleh dan
bebas dan karena itu hukumnya sah tidak ada yang diharamkan atau di

anggap batal kecuali apa-apa yang yang dinnyatakan haram dan batal oleh
syariat.

Syarat yang wajib dilaksanakan adalah syarat yang tidak sama sekali
menyelisihi kepentingan akad tersebut. Adapun syarat yang menyelisihi akad maka
hal tersebut tidak boleh”dilaksanakan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa
hukum pensyaratan dalam-akad ijarah adalah boleh, diwajibkan bagi setiap muslim
untuk menunaikan syarat yang telah disepakati kecuali persyaratan yang meyelisihi
syariat.

4. Berakhirnya Akad ljarah

ljarah-adalah jenis akad lazim, yaitu akad tidak membolehkanadanya fasakh
pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila
didapati-hal-hal yang mewajibkan fasakh. Suatu akad ijarah berakhir:

1) Objek hilang atau musnah seperti rumah terbakar.

2) Habis masa tenggang waktu yang disepakati. Kedua point tersebut
disepakati oleh ulama, menurut Mazhab Hanafi, akad berakhirnya salah
seorang meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan.
Bermanfaat dapat diwariskan. Dan apabila ada udzur rumah disita, maka
akad berakhir. Sedangkan Jumhur Ulama melihat, bahwa udzur yang

membatalkan ijarah seperti kebakaran dan di landa banjir.2°

19 Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah, a/-Qawaid al-Nuraniyyah, (Cet. III; Dar al-Jauzi, 1433
H), h. 269.

20 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (figh Muamalat), Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2003 h. 237.
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B. Contoh Penerapan kaidah Man Syarata ‘Ala Nafsihi Tai’an Gaira
Mukrahin Fahuwa ‘Alaihi dalam Akad ijarah.

Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dengan memenuhi
keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan
sebagainya. Manusia tidak akan pernah terlepas di dalamnya, bahkan menjadi
sebuah alternatif untuk menjalankan kehidupan sosial antara sesama manusia.
Penerapan kaidah Man Syarata ‘dAla Nafsihi Tai’an Gaira Mukrahin Fahuwa
‘Alaihi dalam Akad ijarah dapat dilihat pada konsep:

1. Syarat al-Jazai (Klausul Denda)

Syarat al-jazai adalah kesepakatan antara dua orang.yang mengadakan
transaksi-untuk menetapkan kompensasi materi yang berhak didapatkan oleh pihak
yang membuat persyaratan, di sebabkan kerugian yang diterima karena pihak kedua
tidak -melaksanakan kewajibannya @ atau terlambat dalam -melaksanakan
kewajibannya.?!

Dibolehkan syarat a/-Jazai pada akad yang tidak ada hubunganya dangan
hutang piutang. Pendapat ini adalah jumhurul ulama kontemporer, yang dituangkan
kedalam sebuah Qararat wa Tausivat Majma’ al-Figh al-Islami al-Dauli ke 12
nomor 109 tahun 1421 H, pasal 4, yang berbunyi:
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ZMunazzamah al-Muktamar al-Islami, Qararat wa Tausiyat Majma’ al-Figh al-Islami al-
Dauli, (t.t.p.:t.p.; 2009), h. 223.

22Munazzamah al-Muktamar al-Islami, Qararat wa Tausiyat Majma’ al-Figh al-Islami al-
Dauli, h. 223.
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Artinya:

Persyaratan denda ini dibolehkan untuk semua bentuk transaksi finansial,
selain transaksi-transaksi yang hakikatnya adalah transaksi utang-piutang,
karena persyaratan denda dalam transaksi utang adalah riba senyatanya.
Berdasarkan hal ini, maka persyaratan ini dibolehkan dalam transaksi
mugawalah bagi mugawil (orang yang berjanji untuk melakukan hal tertentu
untuk melengkapi- syarat tertentu, semisal membangun rumah atau
memperbaiki jalan raya), demikian pula, persyaratan denda dalam transaksi
taurid (ekspor impor) adalah syarat yang dibolehkan, asalkan syarat tersebut
ditujukan untuk pihak pengekspor, demikian juga dalam transaksi istishna,
asalkan syarat tersebut ditujukan untuk pihak produsen, jika pihak-pihak
tersebut tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat dalam
melaksanakan kewajibannya. Akan tetapi;tidak boleh diadakan persyaratan
denda dalam jual belikredit sebagai akibat-pembeli yang terlambat untuk
melunasi .sisa cicilan, baik karena-faktor kesulitan ekonomi ataupun
keengganan. Demikian pula dalam transaksi istishna-untuk pihak pemesan
barang, jika dia terlambat menunaikan kewajibannya.

Kemudian keputusan Haiah Kibar Ulama Saudi tentang syarat al-Jazai

meyatakan.
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Artinya:
Syart al-Jaza’i yang terdapat dalam berbagai transaksi adalah syarat yang
benar dan diakui sehingga wajib dijalankan, selama tidak ada alasan
pembenar untuk inkonsistensi dengan perjanjlan yang sudah disepakati.
Jika ada alasan yang diakui secara syar’i, maka alasan tersebut
menggugurkan kewajiban membayar denda sampai alasan tersebut
berakhir. Jika nominal denda terlalu berlebihan menurut konsensus
masyarakat setempat, sehingga tujuan pokoknya adalah ancaman dengan
denda, dan nominal tersebut jauh dari tuntutan kaidah syariat, maka
denda tersebut wajib dikembalikan kepada jumlah nominal yang adil,
sesuai dengan besarnya keuntungan yang hilang atau besarnya kerugian

Z3Haiah Kibar al-‘Ulama bi al-Mamlakah al-* Arabiyyah al-Su’udiyah, Abhas Haiah Kibar
al-‘Ulama, Juz 1 (t.d.), h. 295.
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yang terjadi.Jika nilai nominal tidak kunjung disepakati, maka denda
dikembalikan kepada keputusan pengadilan, setelah mendengarkan saran
dari pakar dalam perkara itu, sebagaimana firman Allah Swt. dan jika
kalian menetapkan suatu hukuman diantara manusia hendaklah kalian
menetapkan dengan adil dan janganlah kebencian kalian terhadap suatu
kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Berlaku adillah karena dia lebih
dekat kepada takwa. Dan perkataan nabi Muhammad Saw. tidak boleh
melakukan sesuatu yang merugikan.

Kemudian keputusan Dar Ifta Mesir tentang syarat al-jazai meyatakan:
55 V]l G o3 3 e G LR g S Oy
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Artinya:

sesuai dengan kaidah syarat pada akad adalah diperbolehkan kecuali syarat
yang mengrahamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram. Dan
syarat yang diharamkan dalam syara’ secara khusus.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang sanksi atas nhasabah mampu yang

menunda-nunda pembayaran sebagaimana ketentuan umum:

1.

Sanksi yang disebut dalam fatwa ini-adalah sanksi yang dikenakan LKS
kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi. menunda-nunda
pembayaran dengan disengaja.

Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan- force majeur
tidak boleh dikenakan sanksi.

Nasabah  mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak
mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh
dikenakan sanksi.

Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih
disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas

dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

24dar-alifta.org/ar/page404notfound?aspxerrorpath=/AR/ViewFatwa.aspx



https://www.dar-alifta.org/ar/page404notfound?aspxerrorpath=/AR/ViewFatwa.aspx

57

6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.?®

Contoh penerapan syarat a/-Jazai pada akad ijarah dalam kehidupan sehari
hari:

a. ljarah atas manfaat barang (disebut juga sewa menyewa)

ljarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam ijarah ini, objek
akadnya ialah: manfaat dari suatu benda. Contoh penerapan syarat a/-Jazai (klausul
denda) dalam sewa menyewa ini ialah apabila seseorang terlambat mengembalikan
barang sewaan (sewa menyewa mobil rental) ' maka-akan dikenakan denda sesuai
dengan apa yang dipersyaratkan diawal.

Pada contoh tersebut penerapan syarat a/-Jazai termasuk dalam kategori
syarat sahih, yang mencakup syarat untuk kemaslahatan para pihak yang berakad.
Pengenaan denda pada akad ijarah tersebut akan mendatangkan kemaslahatan bagi
para pihak yang berakad. Seorang penyewa mobil akan bertanggung jawab penuh
dalam mengembalikan mobil sewaan agar tidak dikenakan denda selain itu pihak
pemberi sewa dengan adanya syarat al-Jazai tidak akan dirugikan dan menambah
kepercayaan untuk menyewakan mobilnya.

Terkait penerapan syarat dalam contoh di atas dibolehkan karena terdapat
kemaslahatan bagi para pihak yang melakukan akad, sehingga dalam contoh
tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

b. ljarah Atas Pekerjaan (Upah Mengupah)

ljarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam ijarah ini, objek

akadnya ialah: amal atau pekerjaan seseorang. Contohnya Pengenaan Konsep

syarat al-Jazai (Klausul Denda) atas kontrak pembangunan gedung atau perbaikan

25 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 17/DSN-
MUI/1X/2000, Situs resmi fatwa Dewan Syariah Nasional MUI,
https.//dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/15/(16 September 2000).
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jalan raya apabila seorang kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dari
waktu yang telah ditentukan.

Pada contoh tersebut penerapan syarat a/-Jazai termasuk dalam kategori
syarat syahih, yang mencakup syarat untuk kemaslahatan para pihak yang berakad.
keterlambatan dalam penyelesaian atas pekerjaan yang telah ditentukan waktunya,
baginya denda atas keterlambatan serta wajib baginya melakukan ganti rugi.
Seorang pekerja akan bertanggung jawab penuh dalam menyelesaikan
pekerjaannya agar tidak dikenakan denda selain.-itu_pihak pemberi pekerjaan
dengan adanya syarat a/-Jazai tidak akan dirugikan serta tidak menimbulkan rasa
cemas jika sewaktu-waktu pekerja tersebut berhenti dan tidak melanjutkan
pekerjaannya.

Pada penerapan syarat dalam contoh di atas dibolehkan karena terdapat
kemaslahatan bagi para pihak yang melakukan akad, sehingga ‘dalam contoh
tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga dijelaskan
ketika penyewa melakukan wanprestasi karena melebihi batas atau waktu yang
disepakati pada perjanjian maka diwajibkan untuk melakukan ganti rugi baik
barang maupun uang terhadap seseorang yang melakukan wanprestasi tersebut.

Orang yang memberikan kerugian dalam melakukan tindakan maka di
dalamnya boleh memberikan hukuman ataupun denda yang setimpal untuk
memberikan keringanan bagi yang dirugikan agar tidak terjadi sesuatu yang
menyalahi ketentuan yang telah disepakati (mukhalafat al-syuruth). Sepanjang
memberikan dendanya dengan wajar maka boleh untuk dilakukan dan tidak sampai
kepada riba. Maka untuk itu penyewa diberikan denda keterlambatan agar tidak
melakukan wanprestasi yang memberikan kerugian pada salah satu pihak yang

tidak boleh dilakukan menurut hukum Islam.
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2. Uang muka (‘ urbun) dalam akad sewa menyewa.

Jual beli ‘urbun adalah seorang penjual yang menjual barang dagangannya
baik itu berupa properti ataupun manfaat lalu seorang pembeli membayar sebagian
kecil dari harga barang kapada penjual, dengan syarat jika jual beli dilanjutkan
maka harga yang telah dibayarkan akan terhitung sebagai bagian dari harga dan
ketika jual beli dibatalkan maka harga yang telah dibayar menjadi milik penjual.
Dibolehkan penerapan uang muka ( ‘urbun) pada akad ijarah sebagaimana pendapat
yang dikemukakan oleh” Hanabilah kaitannya dengan hukum jual beli dengan
sistem panjar sesuai dengan perbuatan Umar?®
sl b kel pse s ik S K g aed :

Ponkal dlanl (i d 206 e U6 (8 YT
Artinya:

“Dari Abdurrahman bin Farukh diriwayatkan bahwa Nafi bin al-Harits, ia
pernah membeli sebuah bangunan penjara dengan empat ribu dirham
kepada Shafwan bin Umayyah untuk Umar, (dengan ketentuan) Apabila
Umar suka, maka jual beli tersebut dilanjutkan. Bila tidak, maka Shafwan
berhak ‘mendapatkan uang empat ratus dirham.”

Selain itu Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI)
nomor 13/DSN/MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam murabahah dengan
ketentuan umum yaitu:®
a) Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS)
dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak

bersepakat.

26 Abu Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, a/-Mugni, Juz 4
(Cet. I; Kairo: Dar al-Qahirah, 1388 H/1968 M), h. 175.

2 Abu Bakar ‘Abdullah bin Muhammad bin Abi syaibah, a/-Musannaf; Juz 13 (al-Riyadh:
Dar al-Kunuz Isybiliyan li al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1436 H/2015 M), h. 38.

28Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000,
Situs resmi fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, https.//dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/15/(16
September 2000).
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b) Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.

c) Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus menggantikan
ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.

d) Jika jumlah uvang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta
tambahan kepada nasabah.

e) jika jumlah wuvang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus
mengembalikan kelebihannya kepada nasabah

Penerapan uang muka ( ‘urbum) dalam akad ijarah ialah:

a. Jjarah atas manfaat barang (disebut juga sewa menyewa)

Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam ijarah ini, objek
akadnya ialah: manfaat dari suatu benda. Contoh Penerapan vang muka ( ‘urbun)
adalah sewa menyewa rumah dengan sistem panjar. Dengan ketentuan uang muka
tersebut-tidak dapat dikembalikan, sekalipun pihak penyewa membatalkan akad
tersebut dikarenakan uang panjardalam hal ini adalah kompensasi atas kerugian
waktu yang dialami pihak pemberi sewa.

Dalam praktek sewa menyewa dengan sistem tersebut pihak pemberi sewa
tidak mengembalikan dan memanfaatkan uvang muka akibat pembatalan sewa
menyewa, hal itu diperbolehkan. Karena syarat tersebut telah ditetapkan di awal
dan disepakati secara bersama serta tidak menimbulkan perselisihan antara
sipemilik rumah dan sipenyewa rumah, pemilik rumah dan penyewa rumah telah
melakukan musyawarah dan melakukan kesepakatan terlebih dahulu saat
melakukan transaksi sewa menyewa dengan sistem panjar. Sama-sama membahas
keuntungan dan kerugian jika terjadi pembatalan sewa menyewa. Sehingga jika
pembatalan terjadi tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan.

Pada contoh tersebut penerapan uang muka ( ‘urbun) termasuk dalam

kategori syarat sahih, yang mencakup syarat untuk kemaslahatan para pihak yang
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berakad. Terkait penerapan uang muka ( ‘urbun) dalam contoh tersebut penerapan
uang muka ( ‘urbun) dalam akad ijarah membuat si pemberi sewa tidak akan
dirugikan jika sewaktu-waktu pihak yang ingin menyewa membatalkan akadnya
secara sepihak. dengan adanya uang muka ( ‘urbun) kedua belah pihak tidak akan
dirugikan.

b. Ijarah Atas Pekerjaan (Upah Mengupah)

ljarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam ijarah ini, objek
akadnya ialah: amal atau pekerjaan seseorang’”. Penerapan uang muka ( ‘urbun)
adalah pemberian uang muka panjar atas pekerjaan yang menghasilkan upah misal
seseorang memesan catering dengan pemberian uang muka panjar.

Dibolehkan penerapannya uang muka ( ‘urbun) dalam pengerjaan
(pemberian upah) dalam rangka mengupayakan maslahat bagi kedua belah pihak.
Uang muka dijadikan sebagai tanda jadi dari pemesan kepada pemilik Catering
yang juga bertujuan untuk memudahkan pihak catering dalam. mengatur dan
mempersiapkan sesuai pesanan. Apabila pihak catering mengalami kerugian akibat
pembatalan pesanan maka kekurangan atas kerugian itu ditanggung oleh pihak
pemesan. Hal itu diperbolehkan dengan ketentuan syarat tersebut telah ditetapkan
diawal dan disepakati secara bersama serta tidak menimbulkan perselisihan antara
pihak.

Pada contoh tersebut penerapan uang muka ( ‘wrbun) termasuk dalam
kategori syarat sahih, yang mencakup syarat untuk kemaslahatan para pihak yang
berakad. Pada penerapan uang muka ( ‘urbun) dalam akad ijarah membuat pihak
catering tidak akan dirugikan jika sewaktu-waktu pihak yang ingin memesan
catering membatalkan akadnya secara sepihak. dengan adanya vang muka ( ‘urbun)

kedua belah pihak tidak akan dirugikan.
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3. Jaminan (Kafalah)

Jaminan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggungan atas
pinjaman yang diterima atau agunan serta biaya yang ditanggung oleh penjual atas
kerusakan barang yang dibeli oleh pembeli untuk jangka waktu tertentu atau
garansi.?’ Secara umum, jaminan dalam hukum islam dibagi menjadi dua yakni
kafalah dan rahn. Dalam akad kafalah, pihak yang berpiutang menjadikan pihak
lain sebagai jaminan, sedangkan pada akad rahn yang dijadikan sebagai jaminan
utang adalah harta benda.

Fatwa Dewan_Syari’ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI)
nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah dengan ketentuan umum yaitu:3°

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk
menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

2. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang
tidak memberatkan.

3. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan
secara sepihak.

Contoh penerapan jaminan (kafalah) dalam akad ijarah ialah penerapan
uvang jaminan dalam sewa menyewa hotel yang akan dikembalikan kepada
penyewa jika tidak merusak fasilitas hotel atau menikmati fasilitas lainnya.
Dibolehkan penerapannya uang jaminan ( kafalah) dalam akad sewa menyewa hotel
dalam rangka mengupayakan maslahat bagi kedua belah pihak. Uang jaminan
dijadikan pegangan bagi pihak pemberi sewa jika pihak penyewa merusak barang
atau menikmati fasilitas lain sehingga pihak pemberi sewa tidak mengalami

kerugian.

2%Pusat Bahasa Departemen pendidikan nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 613.

30Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000,
Situs resmi fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/15/(13
April 2000).
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Pada contoh tersebut penerapan jaminan (kafalah) termasuk dalam kategori
syarat sahih, yang mencakup syarat untuk kemaslahatan para pihak yang berakad.
Mekanisme uang panjar bertujuan sebagai jaminan bagi pemilih hotel jika sewaktu-
waktu penyewa melakukan kerusakanatau menikmati fasilitas tambahan.

Pada penerapan syarat dalam contoh di atas dibolehkan karena terdapat
kemaslahatan bagi para pihak yang melakukan akad serta syarat tersebut selaras
dengan keperluan suatu akad serta dapat merealisasikan tujuan akad.

Dari tiga contoh penerapan di atas ‘yaitu.syarat a/-Jazai, uang muka
(‘urbun), dan jaminan (kafalah) dalam klasifikasi syarat termasuk dalam klasifikasi
syarat sahih yang mencakup syarat untuk kemaslahatan parapihak yang berakad.
Sebagaimana dalam penerapan ketiga contoh dalam pembahasan ini dengan
adanya ketentuan syarat jika dikemudian hari terjadi_ perselisihan akan
memudahkan penyelesaian konflik antara para pihak yang melakukan akad.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akad ijarah (sewa
menyewa) adalah menyerahkan (memberikan) manfaat benda/jasa kepada orang
lain dengan suatu ganti pembayaran. Sehingga sewa menyewa atau ijarah
bermakna akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang/jasa, dalam waktu
tertentu dengan pembayaran upah sewa dan upah pekerjaan.

Menurut penulis penerapan konsep syarat a/-Jazai, uang muka ( ‘urbun) dan
jaminan (kafalah) sebagaimana dijelaskan di atas sudah sesuai dengan kaidah Man
Syarata ‘Ala Nafsihi Tai’an Gaira Mukrahin Fahuwa ‘Alaihi, hal tersebut
sebagaimana dalam contoh penerapan yang telah diberikan baik ijarah dalam
bentuk manfaat (sewa menyewa barang) maupun ijarah dalam bentuk pekerjaan
(upah mengupah) tidak terdapat unsur yang bertentangan dengan syariat.

Dibolehkan penerapan kaidah Man Syarata ‘Ala Nafsihi Tai’an Gaira

Mukrahin Fahuwa ‘Alaihi dalam Akad ijarah dalam hal ini penerapan konsep
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syarat al-Jazai, uang muka ( ‘urbun) dan jaminan (kafalah). Ketiga contoh tersebut
dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Akad tersebut bukan utang piutang.
Klausul akad (Kontrak) dinyatakan di depan.

Disepakati secara bersama.

> LN

Denda dan uang muka yang disepakati sesuai dengan urf yang berlaku di
masyarakat.
5. Tidak terdapat udzhursyar’i.

Penerapan .kaidah ini sebenarnya tidak ‘hanya -terbatas dalam figh
Muamalah, sehingga kaidah ini juga bisa diterapkan dalam akad pernikahan, wakaf,
juga dalam kehidupan berkeluarga dan bernegara. Majelis hakim sebagai pembuat
keputusan. atas permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat
hendaknya mendalami ilmu kaidah fikih ini, karena dengan pertimbangan kaidah
fikih inmi, hakim berkesempatan untuk memiliki kapabilitas dalam menetapkan suatu

hukum dari beberapa permasalahan.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Hukum mensyaratkan sesuatu-dalam Akad ijarah adalah boleh. diwajibkan
bagi setiap muslim untuk menunaikan syarat yang telah disepakati kecuali
persyaratan yang menyelisihi syariat. Dibolehkan syarat a/-Jazai pada akad ijarah
selain dari akad yang di dalamnya terdapat komitmen hutang. Dalam hal ini ialah
pengenaan denda atas wanprestasi jika seseorang. melanggar syarat (klausul
kontrak) yang telah disepakati di awal, serta dibolehkan penerapan uang muka
( ‘urbun) dan jaminan (kafalah) pada akad ijarah.

Implementasi kaidah Man Syarata ‘Ala Nafsihi Tai’an-Gaira Mukrahin
Fahuwa ‘Alaihi dalam Akad ijarah dapat dilihat pada konsep:syarat al-Jazai
(Klausul-Denda). Dalam hal ini 1). klausul denda ketika terlambat mengembalikan
barang sewaan dan keterlambatan-dalam-penyelesaian atas pekerjaan yang telah
ditentukan waktunya, baginya denda atas keterlambatan serta wajib baginya
melakukan ganti rugi. 2). penerapan uang muka ( ‘urbun), hal tersebut dibolehkan
dalam rangka mengupayakan maslahat bagi kedua belah pihak yang melakukan
akad ijarah. 3). Jaminan (kafalah), hal tersebut dibolehkan dalam rangka pegangan
bagi pihak pemberi sewa jika pihak penyewa merusak barang atau menikmati
fasilitas lain sehingga pihak pemberi sewa tidak mengalami kerugian. Ketiga
contoh tersebut termasuk dalam kategori syarat sahih, yang mencakup syarat untuk
kemaslahatan para pihak yang berakad.

Penerapan kaidah Man Syarata ‘Ala Nafsihi Tai’an Gaira Mukrahin
Fahuwa ‘Alaihi dalam Akad Ijarah dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut

1). Akad tersebut bukan utang piutang. 2). Klausul akad (Kontrak) dinyatakan di
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depan. 3). disepakati secara bersama. 4). Denda dan uang muka yang disepakati

sesuai dengan urf yang berlaku di masyarakat. 5). Tidak terdapat uzur syar’i.

B. Implikasi Penelitian

1.

Kepada para pihak yang melakukan akad ijarah hendaknya agar berhati
hati dalam menerapkan syarat a/-Jazai (klausul denda), uang muka
(‘urbun) dan Jaminan (kafalah), dalam setiap akad atau transaksi
sewa/menyewa ataupun transaksi upah mengupah.

Kepada Para "Majelis hakim ‘sebagai- pembuat  keputusan atas
permasalahan-permasalahan yang dialami® oleh masyarakat hendaknya
mendalami ilmu kaidah fikih ini, karena dengan pertimbangan kaidah fikih
ini, hakim berkesempatan untuk memiliki kapabilitas‘dalam menetapkan

suatu hukum dari beberapa permasalahan.
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